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This study aimed to evaluate whether there is a difference before and after 
the implementation of permormance-based budgeting system in the district/Town 
in Yogyakarta in the application of performance-based budgeting 2004 – 2008 
and after implementation of performance based budgeting 2010 – 2014. 
This type of research is quantitative research. The population in this study 
are all regencies/cities in yogyakarta. The sample in this research is data local 
Government Budget realization report all regencies/cities in Yogyakarta. The data 
used in this research is secondary data, in the form of a summary report and a 
summary budget APBD realization of the years 2004-2008 and 2010-2014. 
Financial ratios used in this stidy, among others, economic, effectiveness, 
efficiency, fiscal decentralization, local autonomy and dependency area. The data 
analysis technique used is by using descriptive statistical test and hypothesis 
testing using test wilcoxon signed rank test because the data are not entirely 
normal distribution. 
 The test result show the effectiveness ratio, efficiency, fiscal 
decentralization, and financial independence have differences before and after the 
implementation of performance-based budgeting system. While the ratio of the 
economic and financial dependency area showed no difference before and after 
the implementation of performance-based budgeting system. 
 
















Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakahterdapat perbedaan 
sebelum dan sesudah diterapkannya sistem anggaran berbasis kinerja pada 
Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun sebelum penerapan 
anggaran berbasis kinerja 2004-2008 dan sesudah penerapan anggaran berbasis 
kinerja 2010-2014. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Sampel  dalam  penelitian  ini  yaitu  data laporanrealisasi anggaran 
Pemerintah Daerah seluruh Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa 
laporan ringkasan APBD dan ringkasan Realisasi APBD dari tahun 2004-2008 
dan tahun 2010-2014.  
Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu 
ekonomis, efektivitas, efisiensi, desentralisasi fiskal, kemandirian daerah, dan 
ketergantungan daerah. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan 
menggunakan uji statistik deskriptif dan uji hipotesis menggunakan uji wicoxon 
signed rank test karena data tidak seluruhnya berdistribusi normal. 
Hasil pengujian menunjukkan rasio efektifitas, efisiensi, desentralisasi 
fiskal,dan kemandirian keuangan daearah memiliki perbedaan sebelum dan 
sesudah diterapkannya sistem anggaran berbasis kinerja. Sedangkan rasio 
ekonomi,dan ketergantungan keuangan daerah menunjukkan tidak terdapat 
perbedaan sebelum dan sesudah diterapkannya sistem anggaran berbasis kinerja. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Anggaran  merupakan  sebuah  proses  yang  dilakukan  organisasi  sektor  
publikuntuk  mengalokasikan  sumber  daya  yang  dimilikinya  ke  dalam  
kebutuhan-kebutuhan  yang  tidak  terbatas  (Nordiawan 2006:  48).  Sedangkan  
Bastian  (2001: 79)  menginterprestasikan  anggaran  sebagai  paket  pernyataan  
perkiraan  penerimaan  dan  pengeluaran  yang  diharapkan  akan  terjadi  dalam  satu  
atau  beberapa  periode  mendatang. 
Proses  penyusunan  anggaran  merupakan  suatu  proses  krusial,  dimana  
dalam  proses  tersebut  menyangkut  proses  penentuan  jumlah  alokasi  dana  bagi  
tiap-tiap  program  dan  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  
untuk  satu  tahun  yang  akan  datang.  Karena  proses  penyusunan  anggaran  
merupakan  proses  yang  krusial,  maka  proses  tersebut  seharusnya  selalu  
dilakukan  evaluasi  sehingga  kedepannya  akan  semakin  baik.Pengertian  tersebut  
mengungkapkan  peran  strategis  anggaran  dalam  pengelolaan  kekayaan  sebuah  
organisasi  publik  (Bastian,  2001: 79). 
Perkembangan   akuntansi  sektor  publik  khususnya  di Indonesia   semakin 
pesat  seiring  dengan  adanya  era  baru  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah.  
Warga  Negara  yang  semakin  cerdas  dan  kritis  selalu  menuntut  untuk  
dilakukannya  transparansi  dan  akuntabilitas  publik  oleh  lembaga-lembaga  sektor  
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publik.  Organisasi  publik  berkeinginan  memberikan  pelayanan  maksimal kepada   
masyarakat, akan  tetapi  sering  kali  keinginan  tersebut  terkendala  oleh  
terbatasnya  sumber  daya  yang  dimiliki.  Disinilah  fungsi  penting  dari  anggaran  
organisasi  sektor  publik  (Nordiawan,  2007:19). 
Kinerja  keuangan  merupakan  isu  yang  sangat  penting  untuk  dikaji  
dalam  organisasi  sektor  publik  termasuk  pemerintahan.  Seiring  dengan  semakin  
tingginya  tuntutan  masyarakat  terhadap  transparansi  penganggaran belanja  publik, 
maka  diperkenalkannya  system  penganggaran  yang berbasis  kinerja  (performance  
based  budgeting)  sebagai pengganti  system  penganggaran  lama dengan  sistem  
tradisional  yang  bersifat  incrementalism  dan struktur  susunan  anggarannya  
bersifat  line  item  (Kurrohman,  2013:  6). 
Sistem  anggaran  berbasis  kinerja  pada  pemerintahan  di  Indonesia  mulai  
diperkenalkan  melalui  pemberlakuan  UU  No.  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  
Negara  dan  deterapkan  secara  bertahap  mulai  tahun  2005.  Pemerintah  telah  
mengeluarkan  PP  No.  20/2004  tentang  Penyusunan  Rencana  Kerja  dan  
Anggaran  Kementerian/Lembaga  (RKA-KL)  sebagai  operasionalisasi  kebijakan  
penganggaran  kinerja. 
Pemerintah  juga  telah  mengeluarkan  PP  No.  21/2004  tentang  
penyusunan  Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP).  Akan  tetapi  sampai  dengan  
tahun  anggaran  2011  lalu,  sistem  anggaran  berbasis  kinerja  masih  belum  
diterapkan  secara  penuh.Wijaya  (2009:  1)  menyatakan  bahwa  mengubah  sistem  
penganggaran  menjadi  berbasis  kinerja  bukanlah  hal  yang  mudah.  Pengalaman  
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dari  negara  lain  menunjukkan  dibutuhkan  waktu  yang  lama  untuk  menerapkan  
sistem  penganggaran  berbasis  kinerja. 
Menurut  Darise  (2008:  146)  Penganggaran  berbasis  kinerja  merupakan  
sebuah  pendekatan  dalam  sistem  penganggaran  yang  memperhatikan  keterkaitan  
antara  pendanaan  dengan  keluaran  dan  hasil  yang  diharapkan.  Ciri  utama  
penganggaran  berbasis  kinerja  adalah  anggaran  yang  disusun  dengan  
memperhatikan  keterkaitan  antara  pendanaan  (input),  keluaran  (output),  dan  
hasil  yang  diharapkan  (outcomes)  sehingga  dapat  memberikan  informasi  tentang  
efektifitas  dan  efisiensi  pelaksanaan  setiap  kegiatan.   
Penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  diharapkan  mampu  memberikan  
informasi  kinerja  atas  pelaksanaan  suatu  program/kegiatan  pada  suatu  
Kementerian/Lembaga  serta  dampak  atau  hasilnya  yang  dapat  dirasakan  
langsung  oleh  masyarakat  luas.Berbicara  mengenai  pengelolaan  keuangan  daerah  
tidak  terlepas  dari  kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  yang  dilakukan  
dengan  menekankan  pada  konsekuensi  hubungan  keuangan  antara  pemerintah  
pusat  dan  pemerintah  daerah. 
Untuk  meningkatkan  pendapatan  daerah  pemerintah  perlu  mengelola  
sumber-sumber  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Sumber-sumber  
pendapatan  asli  daerah  (PAD)  terdiri  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  
pengelolaan  kekayaan  alam  yang  dipisahkan  dan  lain-lain  Pendapatan  Asli  
Daerah  yang  sah (Hariadi, dkk,  2010:  13). 
4 
 
Dalam  mengelola  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  tersebut  diperlukan  
kinerja  yang  baik  dari  pemerintah.  Agar  pendapatan  asli  daerah  yang  ada  dapat  
tersalurkan  dengan  baik  dan  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  masyarakat.  
Dalam  hal  ini  SKPD  (Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah)  yang  bertugas  untuk  
mengelola  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  adalah  Dinas  Pendapatan  Daerah. 
Kemampuan  keuangan  suatu  daerah  dapat  dilihat  dari  besar  kecilnya  
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  diperoleh  dari  daerah  yang  bersangkutan.  
Dalam  kaitannya  dengan  pemberian  otonomi  daerah  yang  lebih  besar  kepada  
daerah.  PAD  selalu  dipandang  sebagai  salah  satu  indikator  atau  kriteria  untuk  
mengukur  ketergantungan  suatu  daerah  kepada  pusat.  
Pada  prinsipnya  semakin  besar  sumbangan  Pendapatan  Asli  Daerah  
(PAD)  kepada  APBD  maka  akan  menunjukkan  semakin  kecil  ketergantungan  
daerah  kepada  pusat  sebagai  konsekuensi  pelaksanaan  otonomi  daerah  dari  
prinsip  secara  nyata  dan  bertanggungjawab  (Insukindro, dkk, 1994: 1).  Selain  
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  dana  perimbangan  juga  merupakan  salah  satu  
sumber  penerimaan  daerah  yang  memiliki  kontribusi  besar  terhadap  struktur  
APBD.  
Dalam  UU No.  33 tahun  2004  disebutkan  dana  perimbangan  adalah  
dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  
untuk  mendanai  kebutuhan  Daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi.  
Perimbangan  keuangan  antara  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  adalah  suatu  
sistem  pembagian  keuangan  yang  adil,  proporsional,  demokratis,  transparan,  dan  
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efisien  dalam  rangka  pendanaan  penyelenggaraan  Desentralisasi  (Supriyadi, 
2013:  2).   
Dengan  mempertimbangkan  potensi,  kondisi,  dan  kebutuhan  daerah,  
serta  besaran  pendanaan  penyelenggaraan  Dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan.  
Dana  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  dana  perimbangan  memiliki  peranan  
yang  besar  sebagai  sumber  pembiayaan  pembangunan  dan  pada  akhirnya  
mampu  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  didaerah.   
Penurunan  kegiatan  ekonomi  diberbagai  daerah  juga  menyebabkan  
penurunan  PAD  daerah  sehingga  menghambat  pelaksanaan  kegiatan  pemerintah,  
pembangunan,  dan  pelayanan  masyarakat  oleh  pemerintah  daerah  secara  
otonom.  Begitu  juga  sebaliknya  peningkatan  kegiatan  ekonomi  diberbagai  
daerah  akan  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). 
Penelitian  mengenai  ketertarikan  anggaran  dengan  kinerja  instansi  
sektor  publik  sudah  banyak  dilakukan  sebelumnya.  Nugrahani  (2007)  
melakukan  penelitian  tentang  analisis  penerapan  konsep  value  for  money  pada  
Pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Puspita  (2010)  meneliti  pengaruh  
anggaran  berbasis  kinerja  terhadap  efektifitas  pengendalian  pada  Pemerintahan  
Kabupaten/Kota  di  Deli  Serdang  sebelum  dan  sesudah  otonomi  daerah.   
Setiadi  (2008)  melakukan  uji  komparasi  kinerja  keuangan  pemerintah  
daerah  kabupaten  Banjarnegara  berbasis  kinerja  dan  berbasis  konvensional.  Dan    
Kurrohman  (2013)  meneliti  perbedaan  sebelum  dan  sesudah  penerapan  
penganggaran  berbasis  kinerja  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  
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kabupaten  atau  kota  Provinsi  Jawa  Timur  dengan  menggunakan  penilaian  
kinerja  berdasarkan  konsep  value  for  money.   
Karena  hasil  riset  yang  berbeda  tersebut  peneliti  akan  menguji  
mengenai  perbedaan  sebelum  dan  sesudah  diterapkannya  system  penganggaran  
berbasis  kinerja.  Dengan  sampel  laporan  keuangan  pemerintah  Kabupaten/Kota  
di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dengan  menggunakan  penilaian  kinerja  berdasar  
pada  konsep  value  for  money  dan  desentralisasi  fiskal. 
Penelitian  ini  mengacu  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kurrohman  
(2013).  Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  yaitu  :   
1. Penelitian  ini  menggunakan 2 variabel  independen  serta  1  variabel  
dependen.  Variabel  dependen  merupakan  penganggaran  berbasis  kinerja  
sedangkan  variabel   independennya  yaitu  value  for  money  dan  dengan  
menambahkan  tiga  variabel  baru  yaitu  desentralisasi  fiskal,  kemandirian  
keuangan  daerah,  dan  ketergantungan  keuangan  daerah. 
2. Penelitian  ini  menggunakan  sampel  pemerintahan  Kabupaten/Kota  di  
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dengan  tahun  sebelum  penerapan  
penganggaran   berbasis  kinerja  yaitu  tahun  2004-2008,  dan   setelah  
penerapan  penganggaran  berbasis  kinerja  2010-2014.  Sedangkan  penelitian  
Taufik  Kurrohman  tahun  2004-2008  dan  tahun  2010-2014. 
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  
penelitian  lebih  lanjut  dengan  judul  : “Evaluasi  Penganggaran  Berbasis  Kinerja  
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Melalui  Pendekatan  Value  For  Money  dan  Desentralisasi  Fiskal  pada  
pemerintah  daerah   Kabupaten/Kota  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta”. 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  yang  telah  diuraikan  di  atas  
maka  masalah  yang  dapat  diidentifikasi  adalah  digantikannya  sistem  
penganggaran  lama  dengan  sistem penggaran  baru yaitu  sistem  penganggaran  
berbasis  kinerja  yang  bersifat  incrementalism  dan  struktur  susunan  anggarannya  
bersifat  line  item.  Pergantian  tersebut  dilakukan  karena  seluruh  pemerintah  
daerah  dituntut  untuk  mampu  menghasilkan  kinerja  keuangan  pemerintah  
daerahnya  secara  baik. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan  masalah  penelitian  ini  dibuat  agar  penelitian  ini  tidak  
menyimpang  dari  arah  dan  sasaran  penelitian,  serta  dapat  mengetahui  sejauh  
mana  penelitian  ini  dapat  dimanfaatkan.  Agar  tidak  terlalu  luas  cakupan  yang  
akan  dibahas  dan  keterbatasan  waktu  serta  kemampuan  penulis,  maka  batasan  
masalah  dalam  penelitian  ini  meliputi:  
1. Penelitian  ini  dibatasi  ingin  meneliti  tentang  perbedaan  kinerja  keuangan  
pemerintahan  daerah  sebelum  dan  sesudah  diterapknnya  sistem  




2. Menggunakan  data  laporan  keuangan  pemerintahan  dari  tahun  sebelum  
diterapkannya  penganggaran  berbasis  kinerja  tahun  2004-2008dan  setelah  
diterapkannya  penganggaran  berbasis  kinerja  tahun  2010-2014. 
 
1.4 Rumusan Masalah 
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  dikemukakan   
sebelumnya,  maka  yang  menjadi  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah:   
1. Apakah  terdapat  perbedaan  antara  sebelum  dan  sesudah  penerapan  sistem  
anggaran  berbasis  kinerja  pada  pemerintah  daerah  pada  Kabupaten/Kota  di  
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  pada  rasio  ekonomi  ?     
2. Apakah  terdapat  perbedaan  antara  sebelum  dan  sesudah  penerapan  sistem 
anggaran  berbasis  kinerja  pada  pemerintah  daerahKabupaten/Kota  di  
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  pada  rasio  efektivitas  ? 
3. Apakah  terdapat  perbedaan  antara  sebelum  dan  sesudah  penerapan  sistem  
anggaran  berbasis  kinerja  pada  pemerintah  daerah  pada  Kabupaten/Kota  di  
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  pada  rasio  efisiensi? 
4. Apakah  terdapat  perbedaan  antara  sebelum  dan  sesudah  penerapan  sistem  
anggaran  berbasis  kinerja  pada  pemerintah  daerah  pada  Kabupaten/Kota  di  
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  pada  rasio  desentralisasi  fiskal  ? 
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5. Apakah  terdapat  perbedaan  antara  sebelum  dan  sesudah  penerapan  sistem  
anggaran  berbasis  kinerja  pada  pemerintah  daerah  pada  Kabupaten/Kota  di  
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  pada  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  ? 
6. Apakah  terdapat  perbedaan  antara  sebelum  dan  sesudah  penerapan  sistem  
anggaran  berbasis  kinerja  pada  pemerintah  daerah  pada  Kabupaten/Kota  di  
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  pada  rasio  ketergantungan  keuangan  daerah ? 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  dikemukakan  diatas,  maka  tujuan  
dari  penelitian  ini  adalah: 
1. Untuk  menganalis  ada  tidaknya  perbedaan  antara  sebelum  dan  sesudah  
penerapan  sistem  anggaran  berbasis  kinerja  pada  pemerintah  daerah  
Kabupaten/Kota  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  pada  rasio  ekonomi. 
2. Untuk  menganalis  ada  tidaknya  perbedaan  antara  sebelum  dan  sesudah  
penerapan  sistem  anggaran  berbasis  kinerja  pada  pemerintah  daerah  
Kabupaten/Kota  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  pada  rasio  efektivitas. 
3. Untuk  menganalisis  ada  tidaknya  perbedaan  antara  sebelum  dan  sesudah  
penerapan  sistem  anggaran  berbasis  kinerja  pada  pemerintah  daerah  
Kabupaten/Kota  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  pada  rasio  efisiensi. 
4. Untuk  menganalisis  ada  tidaknya  perbedaan  antara  sebelum  dan  sesudah  
penerapan  sistem  anggaran  berbasis  kinerja  pada  pemerintah  daerah  
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Kabupaten/Kota  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  pada  rasio  desentralisasi  
fiskal. 
5. Untuk  menganalisis  ada  tidaknya  perbedaan  antara  sebelum  dan  sesudah  
penerapan  sistem  anggaran  berbasis  kinerja  pada  pemerintah  daerah  
Kabupaten/Kota  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  pada  rasio  kemandirian  
keuangan  daerah. 
6. Untuk  menganalisis  ada  tidaknya  perbedaan  antara  sebelum  dan  sesudah  
penerapan  sistem  anggaran  berbasis  kinerja  pada  pemerintah  daerah  
Kabupaten/Kota  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  pada  rasio  ketergantungan  
keuangan  daerah. 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  akan  memberi  manfaat  seperti  berikut: 
1. Bagi  pemerintahan   
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memjadi  acuan  bagi  instansi  
pemerintahan  dalam  mengelola  kinerja  keuanngannya  agar  lebih  ekonomis,  
efisien,  dan  efektif  kedepannya. 
2. Bagi  penulis 
Penelitian  ini  dapat  menambah  ilmu  serta  wawasan  khususnya  
mengenai  kinerja  keuangan  daerah dan  diterapkannya  sistem  penganggaran  




3. Bagi  peneliti  selanjutnya 
Penelitian  ini  dapat  menjadi acuan  atau  referensi  serta  perbandingan  
bagi  peneliti  yang  akan  datang. 
 
1.7 Jadwal Penelitian 
( Terlampir) 
 
1.8 Sistematika Penulisan Skripsi 
Sistematika  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dibagi  menjadi  lima  
bab, dimana  antara  bab  satu  dengan  bab  yang  lain  saling  berkaitan  erat.  
Sistematika  penulisan  dari  masing-masing  bab  adalah  sebagai  berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Berisi  tentang  latar  belakang  masalah,  identifikasi  masalah, 
batasan  masalah,  perumusan  masalah,  tujuan  penelitian,  manfaat  
penelitian,  jadwal  penelitian,  dan  sistematika  penulisan. 
BAB II  :   LANDASAN  TEORI 
Berisi  tentang  kajian  teori,  hasil  penelitian  yang  relevan,  
kerangka  berfikir,  dan  hipotesis. 
BAB III  :   METODE PENELITIAN 
Bab ini  berisi  tentang  waktu  dan  wilayah  penelitian,  jenis  
penelitian,  populasi;  sampel;  teknik  pengambilan  sampel,  data  dan  
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sumber  data,  teknik  pengumpulan  data,  variabel  penelitian,  definisi  
operasioanl  variabel,  teknik  analisis  data. 
BAB IV :  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab  ini  berisi  tentang  gambaran  umum  penelitian,  pengujian  dan  
hasil  analisis  data,  pembahasan  analisis  data  (pembuktian  hipotesis). 
BAB V  : PENUTUP 
Berisi  tentang  kesimpulan,  keterbatasan  penelitian,  dan saran-saran  







2.1. Kajian Teori 
2.1.1 Kinerja 
 Sebelum  mengetahui  pengertian   pengukuran  kinerja  dan  indikator  
kinerja,  terlebih  dahulu  kita  harus  mengetahui  konsep  kinerja  itu  sendiri. 
Menurut  Bastian  (2006: 274),  “kinerja  adalah  gambaran  pencapaian  pelaksanaan 
suatu  kegiatan/program/kebijaksanaan  dalam  mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi, 
dan  visi  organisasi.  Secara  umum,  kinerja  merupakan  prestasi  yang  dicapai  
oleh  organisasi  dalam  periode  tertentu”. 
Kinerja  merupakan  suatu  konstruk  (construct)  yang  bersifat 
multidimensional,  pengukurannya  juga  bervariasi  tergantung  pada  kompleksitas  
faktor-faktor  yang  membentuk  kinerja.  Beberapa  pihak  berpendapat  bahwa 
kinerja  mestinya  didefinisikan  sebagai  hasil  kerja  itu  sendiri  (outcomes of work), 
karena  hasil  kerja  memberikan  keterkaitan  yang  kuat  terhadap  tujuan-tujuan  
strategik  organisasi,  kepuasan  pelanggan,  dan  kontribusi  ekonomi (Bastian,  2006: 
274). 
 
2.1.2 Pengukuran Kinerja 
Menurut  Mahmudi  (2005: 7)  pengukuran  kinerja  merupakan suatu proses 
penilaian  kemajuan  pekerjaan  terhadap  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  yang  
telah  ditentukan,  termasuk  informasi  atas  efisiensi  penggunaan  sumberdaya 
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dalam  menghasilkan  barang  dan  jasa,  kualitas  barang  dan jasa,  perbandingan 
hasil  kegiatan  dengan  target,  dan  efektivitas  tindakan  dalam  mencapai  tujuan. 
Pengukuran  kinerja  keuangan pemerintahan  daerah  dilakukan  untuk  
memenuhi  tiga  tujuan  (Mardiasmo,  2002:  121)  yaitu  pertama,  pengukuran  
kinerja  pemerintahan  dimaksudkan  untuk  membantu  memperbaiki  kinerja  
keuangan  pemerintah.  Ukuran  kinerja  tersebut  dimaksudkan  untuk  dapat  
membantu  pemerintah  berfokus  pada  tujuan  dan  sasaran  program  unit  kerja.  
Hal  ini  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas  organisasi  
pemerintahan  dalam  memberikan  pelayanan  publik. Kedua,  untuk  pengalokasian  
sumber  daya  dan  pembuatan  keputusan.  Ketiga,  untuk  mewujudkan  
pertanggungjawaban  publik  dan  memperbaiki  komunikasi  kelembagaan.  
 
2.1.3 Indikator  Kinerja 
Indikator  kinerja  merupakan  komponen  terpenting  dalam  penganggaran  
berbasis  kinerja.  Indikator  ini  berperan  penting  dalam  menilai  cara  sebuah  
organisasi  menjalankan  program-program  yang  telah  dianggarkan  sebelumnya  
(Nordiawan,  2010: 85).  Indikator  kinerja  didefinisikan  sebagai  ukuran  kuantitatif  
dan  kualitatif  yang  menggambarkan  tingkat  pencapaian  suatu  sasaran  atau  
tujuan  yang  telah  ditetapkan  dengan  memperhitungkan  indikator  masukan  




Indikator  masukan  (input)  adalah  segala  sesuatu  yang  dibutuhkan  agar  
pelaksanaan  kegiatan  dapat  berjalan  untuk  menghasilkan  keluaran.  Indikator  ini  
dapat  berupa  dana,  sumber  daya  manusia,  material,  waktu,  teknologi,  kebijakan,  
dan  lain-lain  yang  digunakan  untuk  melaksanakan  program  atau  kegiatan. 
Indikator  keluaran  (outputs)  adalah  sesuatu  yang  diharapkan  langsung  
dicapai  dari  suatu  kegiatan  yang  dapat  berupa  fisik  atau  non  fisik.  sedangkan  
indikator  hasil  (outcomes)  adalah  segala  sesuatu  yang  mencerminkan  
berfungsinya  keluaran  kegiatan  dalam  jangka  menengah.Indikator  manfaat  
(benefits)  adalah  sesuatu  yang  terkait  dengan  tujuan  akhir  dari  pelaksanaan  
kegiatan,  sedangkan  indikator  dampak  (impacts)  adalah  pengaruh  yang  
ditimbulkan  baik  positif  maupun  negatif  terhadap  setiap  tingkatan  indikator  
berdasarkan  asumsi  yang  sudah  ditetapkan. 
Peran indikator  kinerja  oleh  Mardiasmo  (2002:  128)  antara  lain: 
1. Untuk  membantu  memperjelas  tujuan  organisasi; 
2. Untuk  mengevaluasi  target  akhir  (final  outcome)  yang  dihasilkan; 
3. Sebagai  masukan  untuk  menentukan  skema  insentif  manajerial; 
4. Memungkinkan  bagi  pemakai  jasa  layanan  pemerintah  untuk  melakukan  
pilihan; 
5. Untuk  menunjukkan  standar  kinerja; 
6. Untuk  menunjukkan  efektifitas; 
7. Untuk  membantu  menentukan  aktivitas  yang  memiliki  efektivitas  biaya  
yang  paling  baik  untuk  mencapai  target  sasaran;  dan 
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8. Untuk  menunjukkan  wilayah,  bagian,  atau  proses  yang  masih  potensial  
untuk  dilakukan  penghematan  biaya. 
2.1.4 Anggaran Berbasis Kinerja 
Anggaran  berbasis  kinerja  merupakan  sistem  perencanaan,  
penganggaran,  dan  evaluasi  yang  menekankan  pada  keterkaitan  antara  anggaran  
dengan  hasil  yang  diinginkan  (Mardiasmo, 2002: 84).  Penerapan  penganggaran  
berbasis  kinerja  harus  dimulai  dengan  perencanaan  kinerja,  baik  pada  level  
nasional  (Pemerintah)  maupun  level  instansi  (Kementerian/Lembaga),  yang  
berisi  komitmen  tentang  kinerja  yang  akan  di hasilkan,  yang  dijabarkan  dalam  
program-program  dan  kegiatan-kegiatan  yang  akan  dilakukan. 
Setiap  instansi  selanjutnya  menyusun  kebutuhan  anggaran  berdasarkan  
program  dan  kegiatan  yang  direncanakan  dengan  format  RKA-KL  yang  
selanjutnyadibahas  dengan  otoritas  anggaran  (Departemen  Keuangan,  Bappenas,  
dan  DPR).  Pendekatan  kinerja  diperkenalkan  untuk  mengatasi  berbagai  
kelemahan  yang  terdapat  dalam  anggaran  tradisional, khususnya  kelemahan  yang  
disebabkan  oleh  tidak  adanya  tolok  ukur  yang  dapat  digunakan  untuk  
mengukur  kinerja  dalam  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  pelayanan  publik 
(Nordiawan,  2010:  82).   
Dengan  pendekatan  kinerja,  organisasi  akan  lebih  memperhatikan  aspek  
pencapaian  kinerjanya  dibanding  dalam  penghematan  biaya.  Anggaran  kinerja  
disusun  berdasarkan  pada  hasil  yang  ingin  dicapai,  dari  setiap  dana  yang  
dikeluarkan  sesuai  harapan  masyarakat.  Ini  berbeda  dengan  sistem  anggaran  
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lama,  dimana  pemerintah  hanya  menekankan  kemampuannya  dalam  menyerap  
anggaran  tetapi  kurang  mampu  memperhatikan  pencapaian  hasil  yang  
diharapkan  (Yuwono,  2007:  81).  Sistem  anggaran  kinerja  merupakan  sistem  
yang  mencakup  kegiatan  penyusunan  program dan  tolok  ukur  kinerja sebagai  
instrument  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  program.  
Penerapan  sistem  anggaran  kinerja  dalam  penyusunan  anggaran  dimulai  
dengan  perumusan  program  dan  penyusunan  struktur  organisasi  pemerintah  
yang  sesuai  dengan  program  tersebut.  Kegiatan  tersebut  mencakup  pula  
penentuan  unit  kerja  yang  bertanggungjawab  atas  pelaksanaan  program,  serta  
penentuan  indikator  kinerja  yang  digunakan  sebagai  tolok  ukur  dalam  mencapai  
tujuan  program  yang  telah  ditetapkan  (Mardiasmo, 2002: 84).  
  
2.1.5 Tahap-tahap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja 
Menurut  Nordiawan  (2006:79)  tahap-tahap  penyususnan  anggaran  
berbasis  kinerja  sebagai  berikut: 
1. Penetapan  Strategi Organisasi (Visi dan Misi) 
Penetapan  visi  dan  misi  merupakan  tahap  pertama  yang  harus  
ditetapkan  suatu  organisasi  dan  menjadi  tujuan  tertinggi  yang  hendak  dicapai  
sehingga  setiap  indikator  kinerja  harus  dikaitkan  dengan  komponen  tersebut.  
Oleh  karena  itu,  penentuan  komponen-komponen  tidak  hanya  ditentukan  oleh  
pemerintah  tetapi  juga  mengikutsertakan  masyarakat  sehingga  dapat  diperoleh  
informasi  mengenai  kebutuhan  publik  (Nordiawan, 2006: 79). 
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2. Menentukan Indikator Kinerja 
Indikator  kinerja  adalah  ukuran  kuantitatif  yang  menggambarkan  tingkat  
pencapaian  suatu  sasaran  atau  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Oleh  karena  itu,  
indikator  kinerja  harus  merupakan  suatu  yang  akan  dihitung  dan  diukur  serta  
diguanakan  sebagai  dasar  untuk  menilai  atau  melihat  tingkat  kinerja  baik  dalam  
tahapan  perencanaan,  tahap  pelaksanaan  maupun  tahap  setelah  kegiatan  selesai  
dan  berfungsi  (Nordiawan, 2006: 79). 
3. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan  
Kegiatan  ini  meliputi  penyusunan  peringkat-peringkat  alternatif  dan  
selanjutnya  mengambil  keputusan  atas  program/kegiatan  yang  di  anggap  
menjadi  prioritas  (Nordiawan, 2006: 79).  Dilakukannya  pemilihan  dan  prioritas  
program/kegiatan  karena  mengingat  sumber  daya  yang  terbatas.Berdasarkan  
penjelasan  umum  atas  PP  Nomor  90  Tahun  2010  tentang  Penyusunan  Rencana  
Kerja  dan  Anggaran  Kementerian  Negara/Lembaga,  ditegaskan  bahwa  penerapan  
PBK  paling  sedikit  mengandung  3  (tiga)  prinsip,  yaitu: 
a. Prisnsip  alokasi  anggaran  program  dan  kegiatan  didasarkan  pada  fungsi  
unit  kerja  yang  diletakkan  pada  struktur  organisasi  (money  follow  function), 
b. Prinsip  alokasi  anggaran  berorientasi  pada  kinerja  (output  and  outcome  
oriented), 
c. Prinsip  fleksibilitas  pengelolaan  anggaran  dengan  tetap  menjaga  prinsip  




2.1.6 Keuangan Pemerintah Daerah 
Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan 
uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat 
dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau 
daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang. Keuangan daerah memilikilingkup yang terdiri atas keuangan daerah 
yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan  (Halim,  2002:  18).  
Keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik  daerah. Untuk  menilai  
tingkat  pencapaian  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dalam  suatu  tahun  
angggaran,  diperlukan  analisis  terhadap  laporan  keuangan  daerah.  Analisis  
tersebut  dimaksudkan  untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan,  apakah  posisi  
keuangan  pemerintah  daerah  mengalami  peningkatan  atau  penurunan  
dibandingkan  dengan  tahun  anggaran  sebelumnya  (Halim,  2002: 18). 
Suprapto  (2006)  menyebutkan  salah  satu  alat  untuk  menganalisis  kinerja  
pemerintah  daerah  dalam  mengelola  keuangan  daerahnya  adalah  dengan  
melaksanakan  analisis  rasio  terhadap  APBD  yang  telah  ditetapkan  dan  
dilaksanakannya. untuk  memperoleh  gambaran  tentang  perkembangan  keuangan  
suatu  organisasi  atau  badan,  perlu  dilakukan  suatu  interprestasi  atau  analisis  
terhadap  data  keuangan  dari  organisasi  atau  badan  yang  bersangkutan,  dan  data  
keuangan  itu  akan  tercermin  dalam  laporan  keuangannya.   
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Terdapat  beberapa  metode  dalam  analisis  laporan  keuangan,  salah  satu  
teknik  yang  paling  banyak  digunakan  untuk  menganalisis  laporan  keuangan  
adalah  analisis  rasio  keuangan  yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan 
menginterprestasikan laporan  keuangan.  Hasil  dari  perhitungan  rasio  keuangan  
perlu diinterprestasikan,  sehingga  darinya  dapat  dievaluasi  kinerja  keuangan  
organisasi  atau  badan  yang  selanjutnya  dilakukan  pengambilan  keputusan  
tertentu  (Suyono,  2010). 
 
2.1.7 Value  For Money 
Value  for  money  merupakan  suatu  indikator  yang  memberikan  
informasi  apakah  anggaran  (dana)  yang  dibelanjakan  menghasilkan  suatu  nilai  
tertentu bagi  masyarakatnya  (Nordiawan,  2010:  160).  Indikator  yang  dimaksud  
adalah  ekonomi,  efisien,  dan  efektif. 
1. Ekonomi   
Konsep  ekonomi  sangat  terkait  dengan  konsep  biaya  untuk  memperoleh  
unit  input.  Ekonomi  berarti  sumber  daya  input  hendaknya  diperoleh  dengan  
harga  lebih  rendah  (spending  less),  yaitu  harga  yang  mendekati  harga  
pasar.Untuk  memahami  aspek  ekonomi  dengan  lebih  baik,  diperlukan  
pemahaman  tentang  input  itu  sendiri.  Input  adalah  semua  jenis  sumber  daya  
masukan  yang  digunakan  dalam  suatu  proses  tertentu  untuk  menghasilkan  
output  (Nordiawan,  2010:  160).   
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Input  dibagi  menjadi  dua  yaitu  pertama  input  primer  adalah  yang  
berupa  kas,  dan  kedua  input  sekunder  adalah  bahan  baku,  orang,  infrastruktur,  
dan  lainnya  yang  digunakan  untuk  proses  menghasilkan  output.  Jika  suatu  
perusahaan  hanya  memiliki  input  primer,  maka  input  primer  tersebut  harus  
diubah  menjadi  input  sekunder.   
Indikator  ekonomi  merupakan  indikator  tentang  penggunaan  input.  
Dalam  konteks  dua  jenis  input  tersebut  keekonomian  dapat  dianalisis  dengan  
membandingkan  input  sekunder  pada  input  jumlah  input  primer  yang  




Presentase tingkat Ekonomis Kriteria 










Sumber: Halim, 2002 
2. Efektifitas 
Efektifitas  merupakan  tingkat  pencapaian  hasil  program  dengan  target  
yang  ditetapkan.  Secara  sederhana  efektifitas  merupakan  perbandingan  outcome  
dengan  output  (Mardiasmo, 2002:  4).  Efektivitas  menunjukkan  kesuksesan  atau  
kegagalan  dalam  pencapaian  tujuan  sebuah  kegiatan  dimana  ukuran  efektivitas  
merupakan  refleksi  output.  Efektivitas  terkait  dengan  hubungan  antara  hasil  
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yang  diharapkan  dengan  hasil  yang  sesungguhnya  dicapai.  Semakin  besar  
kontribusi  output  terhadap  pencapaian  tujuan,  maka  semakin  efektif  organisasi,  
atau  kegiatan  (Nordiawan,  2010:  161). 
Jika  ekonomi  berfokus  pada  input  dan  efisiensi  pada  output  atau  
proses,  maka  efektivitas  berfokus  pada  outcome  (hasil).  Suatu  organisasi  atau  
kegiatan  dinilai  efektif  apabila  output  yang  dihasilkan  bisa  memenuhi  tujuan  
yang  diharapkan  atau  dikatakan  spending  wisely.  Berikut  adalah  kriteria  
penilaian  efektivitas  pengelolaan keuangan  daerah  (Mahmudi,  2010:  143): 
Tabel 2.2 
Kriteria Efektifitas 
Presentase  Kinerja  Keuangan Kriteria 
Di atas  100% 
90.01% - 100% 
80,01% - 90,00% 
60,01% - 80,00% 
Diabawah 60% 





  Sumber: Mahmudi, (2010:  143) 
3. Efisiensi 
Efisiensi  adalah  hubungan  antara  barang  dan  jasa  (output)  yang  
dihasilkan  sebuah  kegiatan/aktifitas  dengan  sumber  daya  (input)  yang  digunakan  
(Nordiawan,  2010:  161).  Suatu  organisasi  atau  kegiatan  dikatakan  efisien  
apabila  mampu  menghasilkan  output  tertentu  dengan  input  serendah-rendahnya,  
atau  dengan  input  tertentu  mampu  menghasilkan  output  sebesar-besarnya  
(spending  well). 
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Organisasi  sektor  publik  dinilai  semakin  efisien  apabila  rasio  efisiensi  
cenderung  diatas  satu.  Semakin  besar  rasio  maka  semakin  tinggi  tingkat  
efisiensinya.  Efisiensi  harus  diabandingkan  dengan  angka  acuan  tertentu,  seperti  
efisiensi  periode  sebelumnya  atau  efisiensi  diorganisasi  sektor  publik  lainnya.  
Berikut  adalah  kriteria  untuk  mengukur  efisiensi  pengelolaan keuangan  daerah  
(Mahmudi,  2010:  143): 
Tabel 2.3 
Kriteria Efisiensi 
Presentase Kinerja Keuangan Kriteria 
Diatas 40,01% 
30,01%-40,00% 








  Sumber: Mahmudi  (2010:  143) 
Secara  skematis,  Value  For  Money  dapat  digambarkan  (Mardiasmo,  
2002:  5)  sebagai  berikut: 
Gambar 2.1 






a. Input  merupakan  sumber  daya  yang  digunakan  untuk  pelaksanaan  suatu  
kebijakan,  program,  dan  aktivitas.   
Efektivitas Efisiensi 





b. Output  merupakan  hasil  yang  dicapai  dari  suatu  program,  aktivitas,  dan  
kebijakan.,  dan  
c. Outcome  merupakan  dampak  yang  ditimbulkan  dari  suatu  aktivitas  tertentu.  
Pengukuran  outcome  seringkali  lebih  sulit  dibanding  pengukuran  input  
maupun  output  (Mardiasmo,2002:  5).  Ada  beberapa  hal  yang  menyebabkan  
mengapa  outcome  lebih  sulit  diukur,  diantaranya: 
1) Outcome  seringkali  tidak  dapat  diekspresikan  dalam  cara  yang  sederhana  
yang  memudahkan  proses  monitoring  (pemantauan). 
2) Adanya  masalah  politik  dalam  proses  penetapam  outcome. 
3) Dalam  menentukanoutcome  sangat  perlu  untuk  mempertimbangkan  dimensi  
kualitas.   
Value  For  Money  dapat  tercapai  apabila  organisasi  telah  menggunakan  
biaya  input  paling  kecil  untuk  mencapai  output  yang  optimum  dalam  rangka  
mencapai  tujuan  organisasi.   
 
2.1.8 Desentralisasi  Fiskal 
Desentralisasi  fiskal  dapat  diartikan  sebagai  pelimpahan  kewenangan  di  
bidang  penerimaan  anggaran  atau  keuangan  yang  sebelumnya  tersentralisasi,  
baik  secara  administrasi  maupun  pemanfaatannya  diatur  sekaligus  dilakukan  
oleh  pemerintah  pusat  dan  menjadi  kewenangan  pemerintah   daerah.  Jika  
penerimaan  dan  pengeluaran  pemerintah  daerah  relatif  terhadap  penerimaan  dan  
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pengeluaran  pemerintah  pusat,  dapat  menjadi  ukuran  implementasi  desentralisasi  
fiskal  disuatu  daerah  (Khusaini,  2006). 
Secara  luas  desentralisasi  adalah  wewenang  untuk  mengatur  dan  
mengurus  rumah  tangga  daerah  di  negara  kesatuan  meliputi  segenap  
kewenangan  pemerintahan  kecuali  beberapa  urusan  yang  dipegang  oleh  
pemerintah  pusat  seperti  hubungan  luar  negeri,  pengadilan,  moneter  dan  
keuangan  (Subrata,  2002).  Jadi,  secara  riil  desentralisasi  merupakan  kewenangan  
daerah  yang  dilimpahkan  oleh  pemerintah  pusat,  disesuaikan  dengan  
kemampuan  nyata  dari  daerah  yang  bersangkutan  seperti  sumber  daya  manusia. 
Menurut  Pujiati  (2006: 6). Desentralisasi fiskal (Fiscal desentralization), 
yaitu  pelimpahan  wewenang  dalam  mengelola  sumber-sumber  keuangan  yang  
mencakup: 
a. Self-financing  atau  cost  recovery  dalam  pelayanan  publik  terutama  
retribusi  daerah, 
b. Confinancing  atau  coproduction,  dimana  pengguna  jasa  berpartisipasi  
dalam  bentuk  pembayaran  jasa  atau  kontribusi  tenaga  kerja, 
c. Transfer  dari  pemerintah  pusat  terutama  berasal  dari  Dana Alokasi Umum, 
Dana alokasi Khusus, Sumber darurat, serta pinjaman  daerah  (Sumber  daya  









Kriteria Desentralisasi Fiskal 
Presentase PAD terhadap TPD Tingkat Desentralisasi Fiskal 
0,00 – 10,00 
10,01 – 20,00 
20,01 – 30,00 
30,01 – 40,00 








 Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 
 
2.1.9 Kemandirian Keuangan  Daerah 
Dalam  Undang-Undang  Nomor 32 tahun  2004,  kemandirian  keuangan  
daerah  berarti  pemerintah  dapat  melakukan  pembiayaan  dan  pertanggungjawaban  
keuangan  sendiri,  melaksanakan sendiri  dalam  rangka  asas  desentralisasi.  
Kemandirian  keuangan  daerah  menunjukkan  kemampuan  Pemerintah  Daerah  
dalam  membiayai  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  kepada  
masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber  yang  
diperlukan  daerah  (Halim,  2007:  232). 
Menurut  Tangkilisan  (2007: 89-92),  terdapat  faktor-faktor  yang  
mempengaruhi  kemandirian  keuangan  daerah,  antara  lain: 
1. Potensi ekonomi daerah,  indikator  yang  banyak  digunakan  sebagai  tolok  
ukur  potensi  ekonomi  daerah  adalah  Produk  Domestik  Bruto  (PDRB), 
2. Kemampuan  Dinas  Pendapatan  Daerah,  artinya  kemandirian  keuangan  
daerah  dapat  ditingkatkan  secara  terencana  melalui  kemampuan  atau  
kinerja  institusi  atau  lembaga  untuk  meningkatkan  penerimaan  daerah. 
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Keuangan  daerah  terdiri  dari  keuangan  daerah  yang  dikelola  langsung  
dan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan.  Keuangan  daerah  yang  dikelola  langsung  
adalah  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  dan  barang-barang  
inventaris  milik  daerah,  keuangan  daerah  yang  dipisahkan  meliputi  Badan  
Usaha  Milik  Daerah.  Berikut  adalah  kriteria  penilaian  kemandirian  keuangan  
dearah: 
Tabel 2.5 
Kriteria Kemandirian Daerah 
Prosentase Kemandirian Daerah Kriteria 
0,00 – 10,00 
10,01 – 20,00 
20,01 – 30,00 
30,01 – 40,00 








Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 
 
2.1.10 Ketergantungan Keuangan Daerah 
Tingkat  ketergantungan  daerah  adalah  ukuran  tingkat  kemampuan  
daerah  dalam  membiayai  aktivitas  pembangunan  daerah  melalui  optialisasi  
Pendapatan Asli Daerah  (PAD),  yang  diukur  dengan  rasio  antara  PAD  dengan  
total  penerimaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  tanpa  
subsidi  (Dana Perimbangan)  (Bisma,  2010: 78).  Berikut  adalah  kriteria  penilaian  











0,00 – 10,00 
10,01 – 20,00 
20,01 – 30,00 
30,01 – 40,00 








 Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 
2.2 Hasil  Penelitian  Yang  Relevan 
Tabel 2.7 
Hasil Penelitian Terdahulu 
N
o  
Nama Penelitian Judul Penelitian Variabel yang 
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Penelitian  ini  merupakan  replikasi  dari  penelitian  Taufik kurrohman  
(2013). Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  terletak  pada  
periode  penelitian,  sampel,  dan rasio yang  digunakan.  Rasio  yang  ditambahkan  
adalah  Rasio  Desentralisasi Fiskal,  Kemandirian  Keuangan  Daerah,  dan  
Ketergantungan  Keuangan  Daerah.   
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  lebih  
lanjut  mengenai  perbedaan  sebelum  dan  sesudah  diterapkannya  sistem  anggaran  
berbasis  kinerja,  dengan  judul  “Evaluasi  penganggaran  Berbasis  Kinerja  Melalui  
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Pendekatan  Value  For  Money  dan  Desentralisasi  Fiskal  pada  pemerintah  
Kabupaten/Kota  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta”. 
 
2.3 Kerangka  Berfikir 
Analisis  rasio  keuangan  digunakan  untuk  melengkapi  informasi  keuangan  
yang  diperlukan  sehingga  memperoleh  gambaran  yang  komprehensif  mengenai  
kondisi  perkembangan  kinerja  keuangan.  Dengan  memperdalam  analisis  lebih  
lanjut  diharapkan  dapat  memperoleh  informasi  yang  diinginkan  untuk  
mendukung  keputusan-keputusan  yang  diambil. 
Pada  penelitian  ini  akan  dilakukan  analisis rasio  kinerja  keuangan  
Pemerintah  Kabupaten/Kota  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  terdiri  dari  rasio  
ekonomis,  rasio  efektivitas,  rasio  efisiensi,  rasio  desentralisasi  fiskal,  rasio  
kemandirian  daerah,  dan  rasio  ketergantungan  daerah.  Sebelum  penerapan  
sistem  anggaran  berbasis  kinerja  dan  sesudah  penerapan  anggaran  berbasis  
kinerja  merupakan cut  off.  sehingga  dalam  penelitian  ini  membandingkan  kinerja  
keuangan  pemerintah  sebelum  dan  sesudah  penerapan  sistem  anggaran  berbasis  
kinerja.   
Dari  uraian  diatas,  maka  dapat  dibuat  kerangka  berfikir  guna  
mempermudah  pemahaman  perbandingan  antara  sebelum  dan  sesudah  penerapan  
sistem  anggaran  berbasis  kinerja  pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Daerah  
Istimewa  Yogyakarta.  Kerangka  berfikir  dalam  penelitian  ini  dapat  dijelaskan  







                                                                                                                                                                                                           
2.4 Hipotesis 
Hipotesis  adalah  kesimpulan  sementara  tentang  hubungan  dari  variable  
yang  dapat  digunakan  sebagai  tuntunan  sementara  dalam  penelitian  untuk  
menguji  kebenarannya.  Berdasarkan  penelitian  terdahulu  dan  kerangka  berfikir  
diatas,  maka  hipotesis  dalam  penelitian  ini  adalah: 
1. Rasio  Ekonomis Sebelum  dan  Sesudah  Penerapan  Sistem  Anggaran  Berbasis  
Kinerja. 
Rasio  ekonomi  adalah  rasio  yang  mengukur  tingkat  kehematan  dari  
pengeluaran-pengeluaran  yang  dilakukan  organisasi sektor publik,  dimana  
pengukuran  tersebut  memerlukan  data  anggaran  pengeluaran  dan  realisasinya  
(Mahsun, 2006:  179).  Semakin  besar  presentase  ekonomis  maka  kinerja  
keuangan  pemerintah  daerah  semakin  baik. 
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Mahsun  (2006: 179)  berpendapat  bahwa  ekonomi  berarti  cara  menggunakan  
sesuatu  hal  secara  berhati-hati  dan  bijak,  agar  diperoleh  hasil  yang  baik.  Rasio  
ekonomi  adalah  mengukur  tingkat  kehematan  dari  pengeluaran-pengeluaran  yang  
dilakukan  organisasi  sektor  publik,  dimana  pengukuran  tersebut  memerlukan  
data-data  anggaran  pengeluaran  dan  realisasinya. 
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan penelitian  Ferina dan  Arista (2013) 
yang  menyatakan  bahwa  penilaian  kinerja  pada  tingkat  ekonomi  dinyatakan  
sangat  ekonomis  atau  terdapat  perbedaan  sebelum  dan  sesudah  penerapan  
anggaran  berbasis  kinerja  pada  rasio  ekonomis. 
H1 :  Terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara  sebelum  dan  sesudah  
penerapan  penganggaran   berbasis  kinerja  pada  pemerintahan dearah  pada  
Kabupaten/Kota  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  pada  rasio  ekonomi. 
2. Tingkat  Rasio  Efektivitas Sebelum  dan  Sesudah  Penerapan  Sistem  Anggaran  
Berbasis  Kinerja. 
Efektivitas  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  
merealisasikan  Pendapatan Asli  Daerah  yang  direncanakan,  dibandingkan  dengan  
target  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil  daerah.  Alokasi  anggaran  
dikatakan  efektif  jika  menyeimbangkan  berbagai  permintaan,  baik  dari  
organisasi  sektor  publik  dan  strategi  pencapaian  tujuan  (visi)  yang  sudah  
ditetapkan  (Halim, 2007). 
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Semakim  tinggi  rasio  efektifitas,  menggambarkan  kemampuan  daerah  yang  
semakin  baik,  untuk  memperoleh  ukuran  yang  lebih  baik,  rasio  efektifitas  
tersebut  perlu  di  sandingkan  dengan  rasio  efisiensi  yang  dicapai  pemerintah  
daerah  (Halim,  2007). 
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  Made, Suwendra, dan Cipta  
(2014)  yang  menyatakan  bahwa  efektivitas  berada  pada  kriteria  sangat  efektif  
atau  terdapat  perbedaan  sebelum  dan  sesudah  penerapan  sistem   anggaran  
berbasis  kinerja  pada  rasio  efektif. 
H2  :  terdapat  perbedaan  signifikan  antara  sebelum  dan  sesudah  penerapan  
penganggaran  berbasis  kinerja  pada  pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  di  
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  pada  rasio  efektivitas. 
3. Tingkat  Rasio  Efisiensi  Sebelum  dan  Sesudah  Penerapan  Anggaran  
Berbasis  Kinerja. 
Efisiensi  merupakan  hubungan  antara  masukan  sumberdaya  oleh  suatu  unit  
organisasi  (input)  dan  keluaran  yang  dihasilkan  (output)  yang  memberikan  
informasi  tentang  konversi  masukan  menjadi  keluaran  (Mardiasmo, 2007).  
Semakin  rendah  rasio  efisiensi  berarti  kinerja  pemerintah  semakin  baik.Efisiensi  
merupakan  perbandingan  output  dengan  input  yang  dikaitkan  dengan  target  
yang  ditetapkan. 
Hasil  penelitian  ini  kosisten  dengan  penelitian  Made, Suwedra, dan Cipta  
(2015)  yang  meyatakan  bahwa  terdapat  perbedaan    kinerja  pemerintahan  
ditinjau  dari  efisiensi.   
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H3 :  terdapat  perbedaan  signifikan  antara  sebelum  dan  sesudah  penerapan  
penganggaran  berbasis  kinerja  pada  pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  di  
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  pada  rasio  efisiensi. 
4. Tingkat  Desentralisasi  Fiskal  Sebelum  dan  Sesudah  Penerapan  Anggaran  
Berbasis  Kinerja. 
Syahrudin  (2006)  mengemukakan  bahwa  desentralisasi  fiskal  mampu  
meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah,  karena  desentralisasi  fiskal    
memberikan  kesempatan  kepada  daerahnya  untuk  membangun  kemandirian  
dalam  memperoleh  pendanaan.Ciri  utama  suatu  daerah  yang  sudah  
melaksanakan  desentralisasi  secara  baik  adalah  daerah  tersebut  memiliki  
kemampuan  dan  kewenangan  untuk  menggali  sumber  keuangan, dan  mengurangi  
ketergantungan  pada  pemerintah  pusat.   
Idealnya  dengan  desentralisasi  fiskal  yang  dilengkapi  dengan  aturan  
pengelolaan  dan  pemeriksaan  keuangan  daerah  yang  memadai,  maka  
kemandirian  pendanaan  daerah  melalui  desentralisasi  fiskal  dapat  meningkatkan  
kualitas  pengelolaan  dan  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  (Halim,  2001).   
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  Sumarsono dan Hadi  (2009)  
yang  menyatakan  bahwa  desentralisasi fiskal  berpengaruh  positif  atau  signifikan  
terhadap  rasio  ekonomi  atau  terdapat  perbedaan  anggaran  berbasis  kinerja  
sebelum  dan  sesudah  anggaran  berbasis  kinerja  pada  rasio  ekonomi.  
H4  :  Terdapat  berbedaan  secara  signifikan  antara  sebelum  dan  sesudah  
penerapan  penganggaran  berbasis  kinerja    pada  pemerintah  daerah  
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Kabupaten/Kota  di  Daerah  Istimewa  Yogyakartapada  rasio  Desentralisasi  
Fiskal. 
5. Tingkat  Kemandirian  Daerah  Sebelum  dan  Sesudah  Penerapan  Anggaran  
Berbasis  Kinerja. 
Rasio  kemandirian  merupakan  rasio  yang  menggambarkan  kemampuan  
keuangan  pemerintah  daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan  
(Halim,  2008:  232).  Jika  dari  tahun  ke  tahun  rasio  kemandirian  keuangan  
daerah  semakin  tinggi  nilainya  maka  daerah  tersebut  dikatakan  semakin  mandiri  
dalam  hal  pembiayaan  dan  berhasil  untuk  mengoptimalkan  potensi  sumber  dana  
asli  daerah  (Heriansyah, 2005). 
Rasio  kemandirian  juga  menggambarkan  tingkat  partisipasi  masyarakat  
dalam  pembangunan  daerah.  Semakin  tinggi  rasio  kemandirian,  semakin  tinggi  
partisipasi  masyarakat  dalam  membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  yang  
merupakan  komponen  utama  PAD.  Semakin  tinggi  masyarakat  membayar  pajak  
dan  retribusi  daerah  menggambarkan  bahwa  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  
yang  semakin  tinggi  (Halim,  2007:  233). 
Kemandirian  keuangan  daerah  ditunjukkan  oleh  besar  kecilnya  pendapatan  
asli  daerah  dibandingkan  dengan  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  sumber  
lain  misalnya  bantuan  pemerintah  pusat  ataupun  dari  pinjaman.  Tingkat  
kemandirian  keuangan  daerah  menunjukkan  ketergantungan  daerah  terhadap  
bantuan  pihak  ekstern,  terutama  pemerintah  pusat  dan  provinsi  semakin  rendah  
(Halim,  2001) 
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Hasil  Penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  Lestari (2009) yang  
menyatakan  bahwa  terdapat  perbedaan  pada  rasio  kemandirian  daerah. 
H5  :  Terdapat  perbedaan  secara  signifikan  sebelum  dan  sesudah  penerapan  
penganggaran  berbasis  kinerja  pada  pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  di  
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  pada  rasio  kemandirian  keuangan  daerah. 
6. Tingkat  Ketergantungan  Keuangan  Daerah  Sebelum  dan  Sesudah  Penerapan  
Anggaran  Berbasis  Kinerja. 
Tingkat  ketergantungan  keuangan  daerah  adalah  ukuran  tingkat  kemampuan  
daerah  dalam  membiayai  aktivitas  pembangunan  daerah  melalui  optimalisasi  
PAD,  yang  diukur  dengan  rasio  antara  PAD dengan  total  APBDtanpa  subsidi  
(Bisma, 2010: 78). 
Pengertian  diatas  mengisyaratkan  bahwa  desentralisasi  memberikan  ruang  
gerak  yang  lebih  bagi  pemerintah  daerah  untuk  berimproviasi   dalam  hal  
pemanfaatan  sumber  daya  dan  potensi  daerah  serta  kebijakan-kebijakan  yang  
berorientasi  pada  kebutuhan  daerah,  sepertipelaksanaan  tugas-tugas  rutin,  
pelayanan  publik,  dan  peningkatan  investasi  yang  produktif  di  daerahnya  
(Khusaini,  2006). 
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  Setiadi  (2008)  yang  
menyatakan  bahwa  terdapat  perbedaan    namun  kurang  signifikan  setelah  




H6  :  Terdapat  perbedaan  secara  signifikan  antara  sebelum  dan  sesudah  
penerapan  penganggaran  berbasis  kinerja  pada  pemerintah  daerah  
Kabupaten/Kota  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  pada  rasio  ketergantungan  






3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian 
Waktu  penelitian  dimulai  dari  penyusunan  proposal  sampai  
terlaksananya  penelitian  ini,  pada  bulan  desember  2015  sampai  selesai.  
Sedangkan  wilayah  penelitian  dilakukan  pada  Pemerintah  Daerah  
Kabupaten/kota  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dengan  mengambil  data 
Keuangan  realisasi  anggaran  yang  sudah  di audit. 
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  merupakan  Provinsi  di  jawa  tengah  
yang  dikenal  sebagai  kota  wisata  baik  wisata  alam  maupun  wisata  
budayanya,  selain  itu  juga  banyaknya  pengusaha  atau  pun  pengrajin  dapat  
menghasilkan  Pendapatan  Asli  Daerahnya  sendiri  yang  lebih  maksimal.  
Sehingga  mampu  meningkatkan  kinerja  keuangan  pemerintahan  baik  
pemerintah  daerah  ataupun  pemerintah  provinsi. 
 
3.2. Jenis Penelitian  
Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  penelitian  
kuantitatif.  Penelitian  kuantitatif  adalah  penelitian  yang  menuturkan  
pemecahan  masalah  yang  ada,  dengan  menggunakan  angka,  mulai  dari  
pengumpulan  data, penafsiran  terhadap  data  tersebut,  dan  penampilan  dari  
hasilnya.  Data  kuantitatif  dapat  diolah  atau  dianalisis  menggunakan  teknik  




3.3. Populasi,  Sampel,  Teknik  Pengambilan  Sampel 
3.3.1. Populasi 
Populasi  dalam  statistika  merujuk  pada  sekumpulan  individudengan  
karakteristik  khas  yang  menjadi  perhatian  dalam  suatu  penelitian  (Bisri, 
2013,  30).  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  semua  Kabupaten/Kota  pada  
Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  terdiri  dari  4  Kabupaten  yaitu  
Kabupaten Bantul, Gunung Kidul,  Kulon  Progo,  dan  Kabupaten Sleman  dan  1  
Kota  yaitu  Kota  Yogyakarta.  Selama  tahun  2004-2008  dan  2010- 2014. 
3.3.2. Sampel   
Sampel  adalahbagian  dari  jumlah  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  
populasi tersebut  (Sugiono,  2012: 91). Sampel  dalam  penelitian  ini  yaitu  
laporan  keuangan  berupa  laporan   realisasi  APBD dan  anggaran  APBD   pada  
kabupaten/Kota  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  terdiri  dari  4  kabupaten  
dan  1  kota,  sebelum  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  (2004-2008)  dan  
sesudah  penerapan  sistem  anggaran  berbasis  kinerja  (2010-2014).  Dengan  
total  pengamatan  berjumlah  50. 
3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik Pengambilan  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  purposive  
sampling  yaitu  tipe  pemilihan  sampel  secara  tidak  acak  yang  informasinya  
diperoleh  dengan  menggunakan  pertimbangan  tertentu.  Elemen  populasi  yang  
dipilih  sebagai  sampel  dibatasi  pada  elemen-elemen  yang  dapat  memberikan  
informasi  berdasarkan  pertimbangan  (Indriantoro, 2014: 131).  Adapun  
pengembalian  sampel  berdasarkan  pertimbangan  tertentu  dikarenakan: 
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1. Seluruh  kabupaten/Kota  pada  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  
yang  terdiri  4  Kabupaten  dan  1  Kota. 
2. Data  laporan  keuangan  secara  lengkap  yang  berupa  ringkasan  realisasi  
APBD  dan  ringkasan  anggaran  APBD  pemerintahan  daerah  
Kabupaten/Kota  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  selama  periode  tahun  
2004-2008(sebelum  penerapan  penganggaran  berbasis  kinerja)  dan  tahun  
2010-2014  (setelah  penerapan  penganggaran  berbasis  kinerja).  
 
3.4. Data  dan  Sumber Data 
Data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yaitusumber  data  
penelitian  yang  diperoleh  peneliti  secara  tidak  langsung  melalui  media  
perantara  (diperoleh  dan  dicatat  oleh  pihak  lain).  Data  sekunder  umumnya  
berupa  bukti,  catatan  atau  laporan  historis  yang  tersusun  dalam  arsip  (data  
dokumenter)  yang  dipublikasikan  (Indriantoro &  Supono,  2014:  147). 
Data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  yaitu  dari  hasil  
download  pada  website  yang  diperoleh  dari  instansi  terkait  yaitu  Laporan  
Keuangan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tahun  
2004-2008  dan  tahun  2010-2014  yang  terdapat  pada  APBD  berjalan  di  
Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  (DJPK)  (www.djpk.depkeu.go.id).  







3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Metode  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  dalam  penelitian  
ini  adalah  dokumentasi.  Penelitian  dilakukan  dengan  pencarian  data  
sekunder.  Data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  melalui  
tahapan  dokumentasi.   
Data  diperoleh  dari  alamat  website  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  
Keuangan  (DJPK)  Kabupaten/Kota  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  berupa  
Laporan  realisasi  APBD  dan  Laporan  Anggaran  APBD  pada  tahun  sebelum  
penerapan  penganggaran  berbasis  kinerja  2004-2008  dan  setelah  penerapan  
penganggaran  berbais  kinerja  2010-2014  (www.djpk.depkeu.go.id).  
 
3.6. Variabel Penelitian 
Variabel  yang  akan  dianalisis  terdiri  dari  dua  variabel kinerja  
keuangan  yaitu  pertama  pendekatan  value for money  dengan  rasio  efektivitas,  
rasio  efisiensi,  dan  rasio  ekonomis.  Dan  kedua  pendekatan  desentralisasi 
fiskal  dengan  rasio  desentralisasi  fiskal,  rasio  kemandirian  daerah,  dan  rasio  
ketergantungan  daerah. 
 
3.7. Definisi Operasional Variabel 
Analisis  kinerja  keuangan  Kabupaten/Kota  di  Daerah  Istimewa  
Yogyakarta  pada  dasarnya  dilakukan  untuk  menilai  kinerja  pemerintah  
Kabupaten  di  masa  lalu  dengan  kinerja  Pemerintah Kabupaten/Kota  di  
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  di  masa  sekarang  dengan  melakukan  berbagai  
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analisis  sehingga  posisi  keuangan  yang  mewakili  realitas  entitas  dan  potensi-
potensi  kinerja  dapat  berkesinambungan. 
 
3.3.1. Rasio  Ekonomis 
Ekonomi  adalah  pemerolehan  sumber  daya  (input)  tertentu  pada  
harga  yang  terendah.  Ekonomi  merupakan  perbandingan  input  dengan  input  
value  yang  dinyatakan  dalam  satuan  moneter  atau   realisasi  PAD  dengan  
anggaran  PAD.  Ekonomi  terkait  dengan  sejauh  mana  organisasi  sektor  
publik  dapat  meminimalisir  input  resources  dengan  menghindari  pengeluaran  
yang  boros  dan  tidak  produktif  (Mardiasmo,  2009:  4). Rumus  untuk  
mengetahui  tingkat  keekonomisan  keuangan  daerah  adalah  sebegai  berikut:   
Rasio  Ekonomis  = Realisasi Penerimaan PAD 
   Anggaran  Penerimaan  PAD  
  
3.3.2. Rasio  efektivitas 
Efektivitas  adalah  hubungan  antara  output  dan  tujuan,  dimana  
efektivitas  diukur  berdasarkan  seberapa  jauh  tingkat  output,  kebijakan,  dan  
prosedur  organisasi  mencapai  tujuan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  (Bastian, 
2006:  280).  Jika  suatu  organisasi  berhasil  mencapai  tujuannya,  maka  
organisasi  tersebut  dikatakan  telah  berjalan  efektif.  Efektivitas  hanya  melihat  
apakah  suatu  program  telah  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  
sebelumnya  (Mardiasmo,  2009:  134). Rumus  yang  digunakan  untuk  
mengetahui  tingkat  efektivitas  keuangan  daerah: 
 Rasio  Efektifitas  =   Realisasi Penerimaan PAD 
    Target  Penerimaan PAD  berdasar  potensi riil 
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3.3.3. Rasio  Efisiensi 
Efisiensi  adalah  hubungan  antara  input  dan  output  di  mana  barang  
dan  jasa  yang  dibeli  oleh  organisasi  digunakan  untuk  mencapai  output  
tertentu  (Bastian,  2006:  280).  Efisiensi  merupakan  perbandingan  output/input  
yang  dikaitkan  dengan  standar  kinerja  atau  target  yang  telah  ditetapkan  
(Mardiasmo,  2009:  4).  Rumus  yang  digunakan  untuk  mengetahui  tingkat  
efisiensi  keuangan  daerah  adalah: 
  Rasio  Efisiensi =      biaya  untuk  PAD 
     Realisasi  Penerimaan  PAD 
 
3.3.4. Rasio  Desentralisasi  Fiskal 
Menurut  Saragih  (2003)  desentralisasi  fiskal  secara  singkat  dapat  
diartikan  sebagai  suatu  proses  distribusi  anggaran  dari  tingkat  pemerintahan  
yang  lebih  tinggi  kepada  pemerintahan  yang  lebih  rendah,  untuk  mendukung  
fungsi  atau  tugas  pemerintahan   pemerintahan  dan  pelayanan  publik  sesuai  
dengan  banyaknya  kewenangan  bidang  pemerintahan  yang  dilimpahkan.  
Tingkat  desentralisasi  fiskal  dapat  diukur  dengan  menggunakan  rasio  
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  total  penerimaan  daerah.   Berikut  
rumus  yang  digunakan  untuk  mengetahui  tingkat  desentralisasi  fiskal  dalam  
pembangunan  daerah: 
Desentralisasi  Fiskal = Pendapatan Asli Daerah 





3.3.5. Rasio  Kemandirian  Daerah 
Kemandirian  daerah  adalah  kemampuan  pemerintah  dalam  membiayai  
sendiri  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan  kepada  
masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber  
pendapatan  yang  diperlukan  daerah  (Mahmudi,  2007).  Rasio  kemandirian  
menggambarkan  ketergantungan  daerah  terhadap  sumber  dana  eksternal.  
Semakin  tinggi  rasio  kemandirian  menunjukkan  tingkat  ketergantungan  
daerah  terhadap  bantuan  eksternal  (terutama  pemerintah  pusat  dan  provinsi)  
semakin  rendah  (Halim,  2002).  Rasio  kemandirian  dapat  diukur  dengan  
rumus  sebagai  berikut: 
  Rasio  Kemandirian   =   Pendapatan  Asli  Daerah 
      Transfer  Pusat  +  Pinjaman 
 
3.3.6. Rasio  Ketergantungan  Daerah 
Rasio  ketergantungan  daerah  merupakan  rasio  yang  menunjukkan  
seberapa  besar  ketergantungan  suatu  daerah  terhadap  pendapatan  transfer  
baik  dari  pemerintah  pusat  maupun  dari  pemerintah  daerah.  Rasio  ini  adalah  
perbandingan  antara  total  realisasi  pendapatan  transfer  dengan  total  realisasi  
pendapatan  daerah.  Dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah,  pemerintah daerah  
diharapkan  bisa  menggali  potensi  yang  ada  didaerah  tersebut  guna  
meningkatkan  pendapatan  asli  daerah,  sehingga  ketergantungan  keuangan  
daerah  terhadap  pemerintah  pusat  dapat  berkurang. 
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Rasio  ketergantungan  keuangan  daerah  dapat  dihitung  dengan  cara  
membandingkan  jumlah  pendapatan  transfer  yang  diterima  dengan  total  
pendapatan  daerah.  Semakin  tinggi  rasio  ini  maka  semakin  besar  tingkat  
ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  penerimaan  pusat.  Rasio  ini  
dirumuskan  sebagai  berikut  (Mahmudi, 2010:  142). 
  Rasio  Ketergantungan  =  Pendapatan  Transfer 
      Total  Pendapatan  Daerah 
 
3.8 Teknik Analisis Data 
Berdasarkan  permasalahan  yang  ada,  penelitian  ini  menggunakan  
teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  sebagai  berikut:  
 
3.8.1 Statistik  Deskriptif 
Statistik  deskriptif  memberikan  gambaran  atau  deskripsi  suatu  data  
yang  dilihat  dari  nilai  rata-rata  (mean),  standar  deviasi,  varian,  maksimum,  
minimum,  sum,  range,  kurtoris,  dan  skwness  (Ghozali, 2011:  19).  Analisis  
statistik  deskriptif  digunakan  untuk  menggambarkan  dan  mendeskripsikan  
variabel-variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini. 
Analisis  deskriptif  dilakukan  dengan  menggunakan  statistik  deskriptif  
yang  menghasilkan  nilai  rata-rata,  maksimum,  minimum,  dan  standar  deviasi  
untuk  mendeskripsikan  variabel  variabel  penelitian  sehingga  secara  





3.8.2 Pengujian  Statistik 
Pengujian  statistik  pada  penelitian  ini  menggunakan  uji  normalitas  
data  pada  variabel-variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Uji  
normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi,  variabel  
pengganggu,  atau  residual  memiliki  destribusi  normal  (Ghozali,  2011:  160).   
Dalam  penelitian  ini  uji  normalitas  menggunakan  uji  kolmogorov-
smirnov test. Uji  ini  digunakan  untuk  uji  statistik  apakah  data  berdistribusi  
normal  atau  tidak.  Jika  hasil  kolmogorov-smirnov  menunjukkan  nilai  
signifikan  diatas  0,05  maka  data  residual  terdistribusi  dengan  normal.  
Sedangkan  jika  hasil  kolmogorov-smirnov menunjukkan  nilai  signifikan  
dibawah  0,05  maka  data  residual  terdistribusi  tidak  normal  (Ghozali,  2006).  
Jika  hasil  data  tidak  seluruhnya  berdistribusi  normal  maka  untuk  menguji  
rasio-rasionya  dengan  menggunakan  analisis  wilcoxon  signed  rank  test. 
 
3.8.3 Wilcoxon Signed Ranks Test 
Menurut  Ghozali  (2006)  uji  peringkat  wilcoxon  signed  rank  test  
digunakan  untuk  mengevaluasi  perlakuan  tertentu  pada  dua  pengamatan,  
antara  sebelum  dan  sesudah  adanya  perlakuan  tertentu.  Pada  uji  ini  menguji  
hipotesis  H1  sampai  H6  dengan  menggunakan  tingkat  signifikan  α= 0,05. 
 
3.8.4 Paired Sample T Test 
Pengujian  hipotesis  ini  menggunakan  uji  beda  rata-rata  berpasangan  
atau  disebut  Paired  Sample  T  Test  adalah  uji  yang  digunakan  untuk  
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mengetahui  ada  tidaknya  perbedaan  rata-rata  antara  dua  kelompok  sampel  
yang  berpasangan  atau  berhubungan. 
Dasar  pengambilan  keputusan  uji  ini  adalah: 
1. Jika  signifikan  pengujian  lebih  kecil  dari  0,05  maka,  terdapat  
perbedaan  antara  sebelum  dan  sesudah  penerapan  anggaran  berbasis  
kinerja  di  kabupaten/kota  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. 
2. Jika  signifikan  pengujian  lebih  besar  dari  0,05,  maka  tidak  terdapat  
perbedaan  yang  signifikan  antara  sebelum  dan  sesudah  penerapan  








ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1 Gambaran Umum Provinsi D.I.Yogyakarta 
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  adalah  salah  satu  provinsi  dari  33  
Provinsi  di  wilayah  Indonesia  dan  terletak  di  pulau  jawa  bagian  tengah.  
daerahIstimewa  Yogyakarta  dibagian  selatan  dibatasi  Lautan  Indonesia,  
sedangkan  dibagian  timur  laut,  tenggara,  barat,  dan  barat  laut  dibatasi  oleh  
wilayah  provinsi  Jawa  Tengah  yang  meliputi: 
1. Kabupaten  Klaten  di  sebelah  Timur  Laut 
2. Kabupaten  Wonogiri  di  sebelah  Tenggara 
3. Kabupaten  Purworejo  di  sebelah  Barat 
4. Kabupaten  Magelang  di  sebelah  Barat  Laut 
Posisi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  terletak  antara  7.33’ - 8.12’  
Lintang  Selatan  dan  110.00’-11050’  Bujur  Timur,  tercatat  memiliki  luas  
3.185,80  km²  atau  0,17  persen  dari  luas  Indonesia  (1.860.359,67  km²),  
merupakan  provinsi  terkecil  setelah  Provinsi  DKI  Jakarta,  yang  terdiri  dari: 
1. Kabupaten  Bantul,  dengan  luas  506,85  km²  (15,91  persen) 
2. Kabupaten  Kulon  Progo,  dengan  luas  586,27  km²  (18,40  persen) 
3. Kabupaten  Gunung  Kidul  dengan  luas  1.485,36  km²  (46,63  persen) 
4. Kabupaten  Sleman,  dengan  luas  574,82  km²  (18,04  persen) 
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5. Kota  Yogyakarta,  dengan  luas  32,50  km²  (1,02  persen) 
Pasar  tenaga  kerja  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  didominasi  oleh  
empat  lapangan  usaha,  yakni  sektor  perdagangan,  hotel  dan  restoran,  sektor  
pertanian  yang  pada  awalnya  paling  dominan  dalam  menyerap  angkatan  kerja  
secara  berangsur-angsur  perannya  mulai  tergantikan  oleh  sektor  perdagangan,  
hotel,  dan  restoran  yang  mampu  menyerap  angkatan  kerja  sebesar  26,64%  di  
bulan  Februari  2014. 
Berdasarkan  perhitungan  PDRB  atas  harga  konstan,  perekonomian  
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tahun  2014  tumbuh  sebesar  5,18%,  lebih  tinggi  
dibandingkan  tahun  sebelumnya  yang  tumbuh  sebesar  5,40%.  Perekonomian  
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tahun  2014  tumbuh  mengesankan  karena  hampir  
semua  sektor  tumbuh  posistif.   
Sebagaimana  ditetapkan  dalam  Peraturan  Gubernur  DIY  No.  32  tahun  
2013  tentang  Rencana  Kerja  Pembangunan  Daerah  (RKPD),  tema  pembangunan  
provinsi  DIY  tahun  2014  adalah  “Memantapkan  perekonomian  daerah  dan  
stabilitas  sosial  politik  menuju  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  lebih  
berkarakter,  Berbudaya,  Maju,  dan  Sejahtera”.   
Menuju  daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  lebih  berkarakter,  berbudaya,  
maju,  mandiri,  dan  sejahtera  dimaknai  sebagai  upaya  mengarahkan  kepada  
perwujudan  visi  jangka  menengah  daerah  Tahun  2012-2017.  Daerah  Istimewa  
Yogyakarta  yang  maju  juga  dimaknai  sebagai  masyarakat  sejahtera  secara  
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ekonomis,  karena  pembangunan  perekonomiannya  berbasis  pada  ilmu  
pengetahuan. 
 
4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data 
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  
perbedaan  antara  sebelum  dan  sesudah  diterapkanya  sistem  anggaran  berbasis  
kinerja  di  Kabupaten/kota di  Daerah  Istimewa Yogyakarta  pada  tahun  2004-2008  
(sebelum  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja)  dan  tahun  2010-2014  (sesudah  
penerapan  anggaran  berbasis  kinerja). 
 
4.2.1 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif 
Statistik  deskriptif  memberikan  gambaran  atau  diskripsi  suatu  data  yang  
dilihat  dari  nilai  rata-rata  (mean),  standar  deviasi,  minimum,  maksimum,  dan  
varian  (Ghazali,  2011: 163).  Pada  deskripsi  variabel  akan  disajikan  gambaran  
masing-masing  variabel  penelitian  yaitu  anggaran  berbasis  kinerja  sebagai  
variabel  dependen,  sedangkan  ekonomis, efektivitas,  dan  efisiensi  sebagai  







Hasil Uji Statistik Deskriptif 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Ekonomi_sbl 25 .8404 2.5309 1.150739 .3155046 
Ekonomi_ssd 25 .9047 1.7635 1.174399 .1961506 
Efektiv_sbl 25 .7399 12.2737 1.832869 2.1841632 
Efektiv_ssd 25 .9364 6.3139 2.593798 1.4862193 
Efisien_sbl 25 .0107 22.1609 7.675373 5.5668593 
Efisien_ssd 25 1.5591 13.1123 4.659829 3.2670512 
Desentralisasi_sbl 25 .0388 .2290 .097628 .0516226 
Desentralisasi_ssd 25 .0499 .3341 .143077 .0815228 
Kemandirian_Daerah_sbl 25 .6692 17.3605 3.484233 4.1139801 
Kemandirian_Daerah_ssd 25 .1240 4.2016 1.284654 .9223263 
Ketergantungan_Daerah_sbl 25 .6863 1.0587 .869385 .0865944 
Ketergantungan_Daerah_ssd 25 .6203 1.5127 .859685 .1637471 
Valid N (listwise) 25     
Sumber:  Hasil Data Diolah 2017 
Penjelasan  mengenai  statistik  deskriptif  diuraikan  sebagai  berikut: 
1. Ekonomi Sebelum Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja 
Dari  tabel  4.1  menunjukkan  hasil  analisis  statistik  diskriptif  terhadap  
rasio  ekonomis  sebelum  diterapkanya  anggaran  berbasis  kinerja  menunjukkan  
nilai  minimum  sebesar  08404,  nilai  maksimum  sebesar  2,5309  dengan  rata-rata  
1,150739  atau  115,07%.  hal  ini  ekonomi  sebelum  penerapan  anggaran  berbasis  
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kinerja  memiliki  kriteria  sangat  ekonomis.  Sehingga  pencapaian  ini  perlu  
diperhatikan  dan  dipertahankan. 
2. Ekonomi  Setelah  Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja 
Dari  tabel  4.1  menunjukkan  hasil  analisis  statistik  deskriptif  terhadap  
rasio  ekonomis  sesudah  diterapkannya  anggaran  berbasis  kinerja  menunjukkan  
nilai  minimum  sebesar  0,9047,  nilai  maksimum  sebesar  1,7635  dengan  rata-rata  
1,174399  atau  117,43%.  Hal  ini  berarti  ekonomis  sesudah  penerapan  anggaran  
berbasis  kinerja  memiliki  kriteria  sangat  ekonomis.  Sehingga  pencapaian  ini  
perlu  diperhatikan  dan  dipertahankan 
3. Efektivitas  sebelum  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja 
Dari  tabel  4.1  menunjukkan  hasil  analisis  statistik  deskriptif  terhadap  
efektivitas  sebelum  diterapkannya  anggaran  berbasis  kinerja  menunjukkan  nilai  
minimum  sebesar   1,7399,  nilai  maksimum  sebesar  12,2737  dengan  rata-rata  
1,83289  atau  189%.  Hal ini  berarti  efektivitas  sebelum  diterapkannya  sistem  
anggaran  berbasis  kinerja  memiliki  kriteria  sangat efektif.  sehingga  pencapaian  
ini  perlu  diperhatikan  dan  dipertahankan. 
4. Efektivitas  Sesudah  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja 
Dari  tabel  4.1  menunjukkan  hasil  analisis  statisstik  deskriptif  terhadap  
efektifitas  sesudah  penerapan  sistem  anggaran  berbasis  kinerja  menunjukkan  
nilai  minimum  sebesar  0,9364,  dan  nilai  maksimum  sebesar  ,3139  dengan  rata-
rata  2,593798  atau  259%.  Hal  ini  berarti  efektivitas  sesudah  diterapkannya  
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sistem  anggaran  berbasis  kinerja  memiliki  kriteria  sangat  efektif.  sehingga  
pencapaian  ini  perlu  diperhatikan  dan  dipertahankan. 
5. Efisiensi  sebelum  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja 
Dari  tabel  4.1  menunjukkan  hassil  analisis  statistik  deskriptif  terhadap  
efisiensi  sebelum  diterapkannya  sistem  anggaran  berbasis  kinerja  menunjukkan  
nilai  minimum  sebesar  0,0107,  dan  nilai  maksimum  sebesar  22,1609  dengan  
rata-rata  7,675373  atau  76%.  Hal  ini  berarti  efisiensi  sebelum  diterapkannya  
sistem  anggaran  berbasis  kinerja  memiliki  kriteria  “tidak  efisien”.  Sehingga  
pencapaian  ini  perlu  diperhatikan  dan  lebih  ditingkatkan. 
6. Efisiensi  sesudah  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja 
Dari  tabel  4.1  menunjukkan  hasil  analisis  statistik  deskriptif  terhadap  
efisiensi  sesudah  diterapkannya  sistem  anggaran  berbasis  kinerja.  Menunjukkan  
nilai  minimum  sebesar  1,5591,  dan  nilai  maksimum  sebesar  13,1123  dengan  
rata-rata  sebesar  4,59829  atau  45%.  Hal  ini  berarti  efisiensi  sesudah  
diterapkanya  sistem  anggaran  berbasis  kinerja  memiliki  kriteria  tidak  efisien.  
Sehingga  pencapaian  ini  perlu  diperhatikan  kembali  dan  lebih  ditingkatkan. 
7. Desentralisasi fiskal sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja  
Dari  tabel  4.1  menunjukkan  hasil  analisis  statistik  deskriptif  terhadap  
desentralisasi fiskal  sebelum  diterapkanya  sistem  anggaran  berbasis  kinerja,  
menunjukkan  nilai  minimum  sebesar  0,388,  sedangkan  nilai  maksimum  sebesar  
0,2290  dengan  rata-rata  sebesar  0,097628  atau  97%.  Hal  ini  berarti  tingkat  
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desentralisasi  fiskal  sebelum  diterapkanya  sistem  anggaran  berbasis  kinerja  di  
kabupaten/kota  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  memiliki kriteria “ sangat  baik”.   
8. Desentralisasi  fiskal  sesudah  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja 
Dari  tabel  4.1  menunjukkan  hasil  analisis  statistik  deskriptif  terhadap  
desentralisasi  fiskal  sesudah  diterapkannya  sistem  anggaran  berbasis  kinerja  
menunjukkan  nilai  minimum  0,0499,  dan  nilai  maksimum  0,0,3341  dengan  
rata-rata  0,143077  atau  143%.  Hal  ini  berarti  tingkat  desentralisasi  fiskal  
sesudah  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  dikabupaten/kota di Daerah Istimewa 
Yogyakarta  memiliki  kriteria  “sangat  baik”. 
9. Kamandirian Keuangan Daerah  sebelum  Penerapan Anggaran Berbasis 
Kinerja 
Dari  tabel  4.1  menunjukkan  hasil  analisis  statistik  deskriptif  terhadap  
kemandirian  keuangan  daerah  sebelum  diterapkannya  sistem  anggaran  berbasis  
kinerja.  Menunjukkan  nilai  minimum  sebesar  0,6692  dan  nilai  maksimum  
sebesar  17,3609  dengan  rata-rata  sebesar  3,484233  atau  34%.  Hal  ini  berarti  
tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  sebelum  penerapan  sistem  anggaran  
berbasis  kinerja  memiliki  kriteria  cukup  dan  dapat  dikatakan  tidak  memiliki  
ketergantungan  yang  tinggi terhadap  pemerintah  pusat  melalui  dana  





10. Kemandirian  Keuangan Daerah Sesudah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja 
Dari  tabel  4.1  menunjukkan  hasil  analisis  statistik  deskriptif  terhadap  
kemandirian  keuangan  daerah  sesudah  diterapkannya  sistem  anggaran  berbasis  
kinerja.  Menunjukkan  nilai  minimum  0,1240,  dan  nilai  maksimum  sebesar  
4,2016  dengan  rata-rata  sebesar  1,0587  atau  10,05%.  Hal  ini  berarti  tingkat  
kemandirian  keuangan  daerah  sesudah  penerapan  sistem  anggaran  berbasis  
kinerja  memiliki  kriteria  “baik”  dan  dapat  dikatakan  tidak  memiliki  
ketergantungan  yang tinggi  terhadap  pemerintahan  pusat.  Sehingga  pencapaian  
ini  perlu  diperhatikan  dan  ditingkatkan. 
11. Ketergantungan Keuangan Daerah Sebelum Penerapan Anggaran Berbasis 
Kinerja. 
Dari  tabel  4.1  menunjukkan  hasil  analisis  deskriptif  ketergantungan  
keuangan  daerah  sebelum  diterapkannya  sistem  anggaran  berbasis  kinerja.  
Menunjukkan  nilai  minimum  0,6863,  dan  nilai  maksimum  sebesar  1,0587  
dengan  rata-rata  0,869385  atau  86,93%.   
Hal  ini  menunjukkan  tingkat  ketergantungan  keuangan  daerah  sebelum  
penerapan  penganggaran  berbasis  kinerja  memiliki  kriteria  sangat  tinggi.  
sehingga  mengindikasikan  bahwa  kinerja  PAD  maupun  sumber  pendapatan  
daerah  lainnya  belum  optimal  dalam  membiayai  aktivitas  pembangunan  
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daerahnya  sendiri.  Sehingga  daerah  masih  bergantung  pada  adanya  subsidi  
pemerintah. 
12. Ketergantungan Keuangan Daerah Sesudah Penerapan Anggaran Berbasis 
Kinerja. 
Dari  tabel  4.1  menunjukkan  hasil  analisis  deskriptif  ketergantungan  
keuangan  daerah  sesudah  diterapkannya  sistem  anggaran  kinerja.  Menunjukkan  
nilai  minimum  0,6203,  dan  nilai  maksimum  sebesar  1,51227  dengan  rata-rata  
sebesar  0,859685  atau  85,96% .  
hal  ini  menunjukkan  tingkat  ketergantungan  keuangan  daerah  sesudah  
penerapan  sistem  anggaran  berbasis  kinerja  memiliki  kriteria  sangat  tinggi.  
sehingga  mengindikasikan  bahwa  kinerja  PAD  maupun  sumber  pendapatan  
daerah  lainnya  belum  optimal  dalam  membiayai  aktivitas  pembangunan  daerah,  
sehingga  daerah  masih  sangat  bergantung  dengan  adanya  subsidi  pemeritahan.  
 
4.2.2 Pengujian Statistik 
Pengujian  statistik  menggunakan  uji  normalitas  data  pada  variabel-
variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Uji  normalitas  bertujuan  untuk  
menguji  apakah  dalam  model  regresi,  variabel  pengganggu,  atau  residual  
memiliki  ditribusi  normal  (Ghozali, 2011:  160).  Dalam  penelitian  ini  uji  
normalitas  menggunakan  uji  kolmogorov-smirnov test.  Uji  ini  digunakan  untuk  
uji  statistik  apakah  data  terdistribusi  normal  atau  tidak.   
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Ketentuan  uji  kolmogorov-smirnov test  yaitu:  jika  nilai  signifikan  yang  
dihasilkan  >  0,05  maka  data  berdistribusi  normal.  Sebaliknya,  jika  nilai  
signifikan  yang  dihasilkan  <  0,05  maka  data  berditribusi  tidak  normal.  Uji  
normalitas  dapat  dilihat  pada  tabel  4.2  sebagai  berikut: 
Tabel 4.2 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Ekonomi_s
bl 
Ekonomi_ssd Efektiv_sbl Efektiv_ssd 




Mean 1.150739 1.174399 1.832869 2.593798 
Std. Deviation .3155046 .1961506 2.1841632 1.4862193 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .242 .200 .465 .264 
Positive .242 .200 .465 .264 
Negative -.180 -.127 -.339 -.136 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.210 1.002 2.323 1.320 
Asymp. Sig. (2-tailed) .107 .268 .000 .061 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 








Mean 7.675373 4.659829 .097628 .143077 
Std. Deviation 5.5668593 3.2670512 .0516226 .0815228 
Most Extreme Differences 
Absolute .142 .180 .267 .143 
Positive .142 .180 .267 .143 
Negative -.084 -.171 -.128 -.126 
Kolmogorov-Smirnov Z .709 .900 1.334 .715 
Asymp. Sig. (2-tailed) .696 .393 .057 .685 
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Mean 3.484233 1.284654 .869385 
Std. Deviation 4.1139801 .9223263 .0865944 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .337 .129 .095 
Positive .337 .129 .071 
Negative -.247 -.104 -.095 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.684 .643 .473 
Asymp. Sig. (2-tailed) .007 .803 .979 








Std. Deviation .1637471 




Kolmogorov-Smirnov Z 1.301 
Asymp. Sig. (2-tailed) .068 
Sumber: Data Sekunder di olah 2017 
Dari  uji  normalitas  pada  tabel  4.2  menunjukkan  bahwa  hasil  uji  
normalitas  nilai  kolmogorov-smirnov  tidak  seluruhnya  bernilai  diatas  0,05,  hal  
ini  berarti  data  dianggap  tidak  seluruhnya  berdistribusi  normal  secara  statistik.  
Sehingga  untuk  menguji  hipotesis  data  rasio  keuangan  dalam  penelitian  ini  




4.2.3 Pengujian Hipotesis 
Untuk  mengetahui  adanya  tidaknya  perbedaan  antara  sebelum  dan  
sesudah  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  pada  rasio  ekonomis,  efektivitas,  
efisiensi,  Desentralisasi  fiskal,  kemandirian  daerah,  dan  ketergantungan  daerah.  
Maka  dianalisis  dengan  analisis  wilcoxon  signed  rank  test  dengan  tingkat  















Hasil  Analisis  Wilcoxon  Signed  Rank  Test 
Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 
Ekonomi_ssd - Ekonomi_sbl 
Negative Ranks 11
a
 12.45 137.00 
Positive Ranks 14
b
 13.43 188.00 
Ties 0
c
   
Total 25   
Efektiv_ssd - Efektiv_sbl 
Negative Ranks 3
d
 14.67 44.00 
Positive Ranks 22
e
 12.77 281.00 
Ties 0
f
   
Total 25   
Efisien_ssd - Efisien_sbl 
Negative Ranks 19
g
 14.16 269.00 
Positive Ranks 6
h
 9.33 56.00 
Ties 0
i
   





 5.75 23.00 
Positive Ranks 21
k
 14.38 302.00 
Ties 0
l
   





 15.15 303.00 
Positive Ranks 5
n
 4.40 22.00 
Ties 0
o
   





 14.00 196.00 
Positive Ranks 11
q
 11.73 129.00 
Ties 0
r
   
Total 25   











































Asymp. Sig. (2-tailed) .367 
Sumber: Data Sekunder  Diolah  2017 
1. Menurut  hasil  analisis  data  wilcoxon  signed  rank  test,  rasio  ekonomi  tidak  
memiliki  perbedaan   pada  sebelum  dan  sesudah  diterapkannya  sistem  
anggaran  berbasis  kinerja.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  nilai  profitabilitasnya  
pada  nilai  yang  lebih  signifikan  yang  telah  ditetapkan  yaitu  <  0,05  yaitu  
sebesar  0,493.  
2. Menurut  hasil  analisis  wilcoxon  signed  rank  test  pada  rasio  
efektivitasmenunjukkan  adanya  perbedaan  sebelum  dan  sesudah  
diterapkannya  sistem  anggaran  kinerja.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  nilai  yang  
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lebih  besar  dari  tingkat  segnifikan  yang  telah  ditetapkan  α = 0,05  yaitu  
sebesar  0.001. 
3. Menurut  hasil  analisis  wilcoxon  signed  rank  test  pada  rasio  efisiensi  
menunjukkan  adanya  perbedaan  yang  signifikan  antara  sebelum  dan  
sesudah  diterapkannya  sistem  anggaran  berbasis  kinerja.  Hal  ini  dapat  
dilihat  dari  nilai  yang  lebih  kecil  dari  tingkat  signifikan  yang  telah  
ditetapkan  α = 0,05  yaitu  sebesar  0,004. 
4. Menurut  hasil  analisis  wilcoxon  signed  rank  test  pada  rasio  desentralisasi  
fiskal  menunjukkan  adanya  perbedaan  yang  signifikan  sebelum  dan  sesudah  
diterapkannya  sistem  anggaran  berbasis  kinerja.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  
nilai  yang  lebih  besar  dari  tingkat  signifikan  yang  telah  ditetapkan  α = 0,05  
yaitu  sebesar  0,000. 
5. Menurut  hasil  analisis  wilcoxon  signed  rank  test  pada  rasio  kemandirian  
keuangan  daerah  menunjukkan adanya  perbedaan  yang  signifikan   antara  
sebelum  dan  sesudah  diterapkannya  sistem  anggaran  berbasis  kinerja.  Hal  
ini  dapat  dilihat  dari  nilai  yang  lebih  besar  dari  tingkat  signifikan  yang  
telah  ditetapkan  α = 0,05  yaitu  sebesar  0,000. 
6. Menurut  hasil  analisis  wilcoxon  signed  rank  test  pada  rasio  ketergantungan  
keuangan  daerah  menunjukkan  tidak  memiliki  perbedaan  antara  sebelum  
dan  sesudah  diterapkannya  sistem  anggaran  berbasis  kinerja.  Hal  ini  dapat  
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dilihat  dari  nilai  signifikan  yang  telah  ditetapkan  α = 0,05  yaitu  sebesar  
0,367. 
 
4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data  
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  dalam  sub  bab  sebelumnya,  dalam  
penelitian  ini  diajukan  enam  hipotesis  yang  akan  dibuktikan  hasil  ujinya  dalam  
penelitian  ini.  Hasil  uji  hipotesis  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut: 
1. Perbedaan Rasio Ekonomis Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Anggaran 
Berbasis Kinerja. 
Hasil  analisis  pada  hipotesis  pertama  menyatakan  bahwa  tidak  terdapat  
perbedaan  pada  rasio  Ekonomis  antara  sebelum  diterapkannya  sistem anggaran  
berbasis  kinerja  pada  tahun  2004-2008  dan  sesudah  diterapkannya  sistem  
anggaran  berbasis  kinerja  pada  tahun  2010-2014.  Hasil  analisis  wilcoxon  signed  
rank  testpada  tabel  4.3  menunjukkan  nilai  Z  sebesar  -.686
b
dengan  nilai  
signifikan  anatara  sebelum  dan  sesudah  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  
sebesar  0,493. 
Tingkat  signifikan  tersebut  lebih  besar  dari  nilai  α  0,05  yang  berarti  
tidak  terdapat  perbedaan  antara  sebelum  dan  sesudah  penerapan  sistem  
anggaran  berbasis  kinerja  pada  rasio  ekonomis.Selain  itu  berdasarkan  analisis  
deskriptif  terhadap  rasio  ekonomis  sesudah  diterapannya  sistem  anggaran  
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berbasis  kinerja  menurun  dibandingkan  dengan  rasio  ekonomis  sebelum  
diterapkannya  sistem  anggaran  berbasis  kinerja.   
Sehingga  semakin  menurun  nilai  ekonomisnya  semakin  rendah  juga  
tingkat  ke ekonomisan  pada  pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota di Daerah  
Istimewa  Yogyakarta  dalam  mengelola  keuangannya.Hasil  penelitian  ini  
konsisten  dengan  penelitian  Indah  (2011),  yang  menyatakan  bahwa    rasio  
ekonomis  berada pada kriteria kurang  ekonomis  yang  artinya  tidak  terdapat  
perbedaan  secara  signifikan  pada  rasio  ekonomis  sesbelum  dan  sesudah  
penerapan  anggaran  berbasis  kinerja. 
2. Perbedaan pada Rasio Efektivitas Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem 
Anggaran Berbasis Kinerja. 
Hasil  analisis  pada  hipotesis  kedua  menyatakan  bahwa  terdapat  
perbedaan  yang  signifikan  pada  rasio efektivitas  antara  sebelum  diterapkannya  
sistem  anggaran  berbasis  kinerja  pada  tahun  2004-2008  dan  sesudah  
diterapkannya  sistem  anggaran  berbasis  kinerja  pada  tahun  2010-2014. 
Hasil  analisis  wilcoxon  signed  rank  test  pada  tabel  4.3  menunjukkan  
nilai  Z  sebesar  -3.188
b  
dengan  nilai  signifikan  antara  sebelum  dan  sesudah  
penerapan  sistem  anggaran  berbasis  kinerja  sebesar  0,001.  Tingkat  signifikan  
tersebut  kurang    dari  nilai  α  0,05  yang  berarti  terdapat  perbedaan  antara  




Rasio  efektif  yang  dicapai  oleh  sejumlah  besar  pemerintah  
kabupaten/kota di  Provinsi Daerah Istimewa  Yogyakarta  menunjukkan  bahwa  
target  penerimaan  PAD  lebih  besar  dari  realisasi  penerimaan  PAD  berdasarkan  
potensi  riil  daerahnya.  Hal  itu   terjadi  karena  target  penerimaan  PAD  
berdasarkan  potensi  riil  yang  di  harapkan  telah  terpenuhi,  atau  hasil  penerimaan  
Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  sudah  
sesuai  dengan  target  yang  diharapkan. 
Karena  itulah  kinerja  keuangan  provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  
sudah  Efektif  dalam  melakanakan  kinerja  keuangannya.  Selain  itu  berdasarkan  
analisis  deskriptif  terhadap  rasio  efektifitas   sesudah  diterapkannya  sistem  
anggaran  berbasis  kinerja  mengalami  peningkatan  hingga  kriteria  sangat  efektif  
dibandingkan  sebelum  diterapkannya  sistem  anggaran  berbasis  kinerja.   
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  keuangan  daerah  pada  
Kabupaten/Kota  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  sudah  sepenuhnya  efektif  atau  
mengalami  peningkatan  yang  signifikan  sesudah  diterapkannya  sistem  anggaran  
berbasis  kinerja.  Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  Rochmah 
(2012)  yang  menunjukkan  bahwa  rasio  efektifitas  sudah  cukup  baik  dengan  
rata-rata  di  atas  100%  atau  yang  artinya  rasio  efektifitas  memiliki  perbedaan  




3. Perbedaan pada Rasio Efisiensi Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem 
Anggaran Berbasis Kinerja. 
Hasil  analisis  pada  hipotesis  ketiga  menyatakan  bahwa  terdapat  
perbedaa  yang  signifikan  pada  rasio  efisiensi  sebelum  diterapkannya  sistem  
anggaran  berbasis  kinerja  pada  tahun  2004-2008,  dan  sesudah  diterapkannya  
sistem  anggaran  berbasis  kinerja  pada  tahun  2010-2014.  Hasil  analisis  wilcoxon  
signed  rank  test  pada  tabel  4.3  menunjukkan  nilai  Z  sebesar  -2.866
c
   dan  nilai   
signifikan  antara  sebelum  dan  sesudah  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  
sebesar  0,004.   
Tingkat  signifikan  tersebut  lebih  kecil  dari  nilai  α  0,05  yang  berarti  
terdapat  perbedaan  antara  sebelum  dan  sesudah  sistem  anggaran  berbasis  
kinerja  pada  rasio  efisiensi.  Selain  itu  berdasarkan  analisis  statistik  deskriptif  
terhadap  rasio  efisiensi    sesudah  diterapkannya  sistem  anggaran  berbasis  kinerja  
memiliki  tingkat  kriteria  lebih  tinggi  yaitu  efisien  dibandingkan  sebelum  
diterapkannya  sistem  anggaran  berbasis  kinerja  yang  memiliki  kriteria  kurang  
efisien.  
 Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  keuangan  pemerintah  pada  
Kabupaten/Kota  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  memiliki  peningkatan  
dibandingkan  tahun  sebelum  diterapkannya  sistem  anggaran  kinerja.Hasil  
penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  Nugrahani  (2007),  yaitu  kinerja  
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pemerintahan  pada  rasio  efisiensi  memiliki  perbedaan  antaran  sebelum  dan  
sesudah  penerapan  sistem  anggaran  berbasis  kinerja. 
4. Perbedaan pada Rasio Desentralisasi Fiskal Sebelum dan Sesudah Penerapan 
Sistem Anggaran Berbasis Kinerja. 
Hasil  analisis  pada  hipotesis  keempat  menyatakan  bahwa   terdapat  
perbedaan  pada  rasio  Desentralisasi  Fiskal  antara  sebelum  diterapkannya  sistem  
anggaran  berbasis  kinerja  pada  tahun  2004-2008  dan  sesudah  diterapkannya  
sistem  anggaran  berbasis  kinerja  pada  tahun  2010-2014.Hasil  analisis  wilcoxon  
signed  rank  test  pada  tabel  4.3  menunjukkan  nilai    Z  sebesar  -3.754
b
  dengan  
tingkat  signifikan  antara  sebelum  dan  sesudah  penerapan  anggaran  berbasis  
kinerja  sebesar  0,000.  
 Tingkat  signifikan  tersebut  lebih  kecil  dari  nilai  α  0,05  yang  berarti 
terdapat  perbedaan  antara  sebelum  dan  sesudah  penerapan  anggaran  berbasis  
kinerja  pada  rasio  desentralisasi  fiskal.  Rasio  desentralisasi  fiskal  yang  dicapai  
pemerintah  daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  menunjukkan  bahwa  
lebih  tingginya  pendapatan  asli  daerah  dibanding  dengan  total penerimaan  
daerahnya  yang  berarti  Pemerintah  Daerah  kabupaten/kota  di  Dearah Istimewa  
Yogyakart  sudah  maksimal  dalam  mengelola  keuangan  daerahnya  yang  sudah  
diberikan  wewenang  oleh  pemerintah  pusat.   
Selain  itu  berdasarkan  analisis  deskriptif  terhadap  rasio  desentralisasi  
fiskal  sebelum  dan  sesudah  diterapkannya  anggaran  berbasis  kinerja  mengalami  
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peningkatan. Dengan  begitu  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  keuangan  
pemerintah  daerah  pada  Kabupaten/Kota  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  pada  
tingkat  desentralisasi  fiskal  masih  dalam  tingkat  sedang,  dan  terdapat  perbedaan  
antara  sebelum  dan  sesudah  diterapkan  anggaran  berbasis  kinerja. 
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  Azhar  (2008),  yaitu  
antara  sebelum  dan  sesudah  penerapan  sistem  anggaran  berbasis  kinerja    
terdapat  perbedaan  pada  rasio  desentralisasi  fiskal. 
5. Perbedaan pada Rasio Kemandirian Daerah Sebelum dan Sesudah Penerapan 
Sistem Anggaran Berbasis Kinerja.  
Hasil  analisis  pada  hipotesis  kelima  menyatakan  bahwa  terdapat  
perbedaan  pada  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  antara  sebelum  
diterapkannya  sistem  anggaran  berbasis  kinerja  pada  tahun  2004-2008,  dan  
sesudah  diterapkannya  sistem  anggaran  berbasis  kinerja  pada  tahun  2010-2014.  
Hasil  analisis  wilcoxon  signed  rank  test  pada  tabel  4.3  menunjukkan  nilai  
signifikan  antara  sebelum  dan  sesudah  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  
sebesar  0,000  dengan nilai  Z  sebesar  -3.780
c
.   
Tingkat  signifikan  tersebut  lebih  besar  dari  nilai  α  0,05  yang  berarti  
terdapat  perbedaan  antara  sebelum  dan  sesudah  penerapan  sistem  anggaran  
berbasis  kinerja  pada  rasio  kemandirian  daerah.  Rasio  kemandirian daerah  yang  
dicapai  oleh  sejumlah  besar  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  Privinsi 
Daerah  Istimewa  Yogyakarta   menunjukkan  bahwa    baik  tahun  sebelum  atau  
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sesudah  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  menunjukkan  hasil  kinerja 
pemerintahannya  yaitu  meningkat.   
Oleh  karena  itu,  terdapat   perbedaan  kinerja  keuangan  pemerintah  
daerah  Istimewa  Yogyakarta  karena  hasil  perolehan  menunjukkan  Pendapatan  
Asli  Daerah  dengan  Pinjaman  Pemerintah  Daerah  kepada  Pemerintah  Pusat  
mengalami  peningkatan   atau  lebih  tinggi  dengan  tahun  sebelum  penerapan  
sistem  anggaran  berbasis  kinerja.Selain  itu  berdasarkan  analisis  deskriptif  
terhadap  rasio  Kemandirian  Daerah  juga tidak  terjadi  peningkatan  yang  
signifikan  baik  sebelum dan  sesudah  diterapkannya  anggaran  berbasis  kinerja  
dan  masih  sama-sama  dalam  kriteria  baik.  
 Sehingga  kinerja  keuangan  pemerintah    daerah  pada  Kabupaten/Kota  
di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  pada  tingkat  kemandirian  daerahnya  mengalami  
peningkatan. Hasil  Penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  Setiadi  (2008)  
yang  menyatakan  bahwa  terdapat  perbedaan  namun  kurang  signifikan  pada  
rasio  kemandirian. 
6. Perbedaan pada Rasio Ketergantungan Daerah Sebelum dan Sesudah Penerapan 
Sistem Anggaran Berbasis Kinerja. 
Hasil  analisis  pada  hipotesis  keenam  menyatakan  bahwa  tidak  terdapat  
perbedaan  pada  rasio  ketergantungan  keuangan  daerah  antara  sebelum  
diterapkannya  sistem  anggaran  berbasis  kinerja  pada  tahun  2004-2008,  dan  
sesudah  diterapkannya  sistem  anggaran  berbasis  kinerja  pada  tahun  2010-2014.  
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Hasil  analisis  wilcoxon  signed  rank  test  pada  tabel  4.3  menunjukkan  nilai  Z  
sebesar  -.901
b
  dengan  tingkat  signifikan  antara  sebelum  dan  sesudah  penerapan  
sistem  anggaran  berbasis  kinerja  sebesar  0,367.   
Tingkat  signifikan  tersebut  lebih  besar  dari  nilai  α  0,05  yang  berarti  
tidak  terdapat  perbedaan  antara  sebelum  dan  sesudah  penerapan  sistem  
anggaran  berbasis  kinerja  pada  rasio  ketergantungan  daerah.  Selain   itu  
berdasarkan  analisis  deskriptif  terhadap  rasio  ketergantungan  daerah  sesudah  
diterapkannya  anggaran  berbasis  kinerja  memiliki  tingkat  ketergantungan  yang  
lebih  tinngi  dan  mengalami  peningkatan  dibandingkan  tahun  sebelum  
diterapkannya  sistem  anggaran  berbasis  kinerja.   
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah  
pada  Kabupaten/Kota  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  mengalami  peningkatan 
pada  tingkat  ketergantungan.  Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  
Nurhayati  (2015)  yang  menyatakan  ketergantungan daerah  masih  tinggi,  yang  
berarti  bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  pada  kinerja  keuangan  pemerintahan  
baik  sebelum  dan  sesudah  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  pada  rasio  







Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  menganalisis  perbedaan  kinerja  
keuangan  daerah  kabupaten  atau  kota  sebelum  dan  sesudah  diterapkannya  
sistem  anggaran  berbasis  kinerja  menggunakan  pendekatan  value  for  money  dan  
desentralisasi  fiskal  pada  Kabupaten/Kota  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.   
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  uji wilcoxon  
signed  rank.  Maka  diperoleh  kesimpulan  sebagai  berikut: 
1. Tidak  terdapat  perbedaan  sebelum  dan  sesudah  diterapkannya  sistem  
anggaran  berbasis  kinerja  di  Kabupaten/Kota  di  Daerah Istimewa  
Yogyakarta  pada  rasio  ekonomis 
2. Terdapat  perbedaan  sebelum  dan  sesudah  diterapkannya  sistem  anggaran  
berbasis  kinerja  di  Kabupaten/Kota  di  Daerah Istimewa Yogyakarta  pada  
rasio  Efektifitas. 
3. Terdapat  perbedaan  sebelum  dan  sesudah  diterapkannya  sintem  anggaran  
berbasis  kinerja  di  Kabupaten/Kota  di  Daerah Istimewa  Yogyakarta  pada  
rasio  Efisiensi. 
4. Terdapat  perbedaan  antara  sebelum  dan  sesudah  diterapkannya  sistem  
anggaran  berbasis  kinerja  di  Kabupaten/Kota  di  Daerah  Istimewa  
Yogyakarta  pada  rasio  Desentralisasi  Fiskal. 
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5. Terdapat  perbedaan  antara  sebelum  dan  sesudah  diterapknnya  sistem  
anggaran  berbasis  kinerja  di  Kabupaten/Kota  di  Daerah  Istimewa  
Yogyakarta  pada  rasio  Kemandirian  Daerah. 
6. Tidak  terdapat  perbedaan  antara  sebelum  dan  sesudah  diterapkannya  
sistem  anggaran  berbasis  kinerja  di  Kabupaten/Kota  di  Daerah  Istimewa  
Yogyakarta  pada  rasio  Ketergantungan  Derah. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan  Penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut: 
1. Penelitian  ini  belum  memasukkan  rasio-rasio  lain  seperti  rasio  
Pertumbuhan  PAD,  Dept  Servis  Ratio,  dan  rasio-rasio  keuangan  daerah  
lainnya. 
2. Pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  hanya  dilakukan  di  Provinsi  
Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  mulai  tahun  sebelum  penerapan  anggaran  
berbasis  kinerja  2004-2008  dan  sesudah  penerapan  anggaran  berbasis  
kinerja  2010-2014. 
 
5.3 Saran 
Berdasarkan  kesimpulan  dan  keterbatasan  penelitian  ini,  sehingga  saran  
untuk  penelitian  selanjutnya  yaitu: 
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1. Untuk  penelitian  selanjutnya  sebaiknya  menambahkan  data  lain  yang  
bersifat  kualitatif,  sehingga  dapat  membandingkan  pengaruh  penerapan  
penganggaran  berbasis  kinerja  pada  pemerintahan  daerah  lain. 
2. Seorang  peneliti  hendaknya  benar-benar  memperhatikan  variabel,  sampel,  
dan  ruang  lingkup  serta  variabel  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  
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